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Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di kota, maka meningkat
pula tekanan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Persatuan
Bangsa - Bangsa menyebutkan bahwa di tahun 2014, 54% penduduk sudah tinggal di
kota dan akan terus meningkat hingga mencapai 66% di tahun 2050. Di Indonesia, pada
tahun 2015 sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di kota daripada di
desa dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2035 mendatang, dimana
diproyeksikan bahwa sekitar 67% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Hal ini
secara langsung membentuk perkotaan menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk,
interaksi sosial & budaya, dampak lingkungan & kemanusiaan, kegiatan ekonomi serta
urbanisasi. Di satu sisi, urbanisasi membawa kontribusi peningkatan ekonomi sebesar
74%. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga membawa dampak negatif berupa degradasi
lingkungan, kesenjangan ekonomi, penurunan nilai - nilai sosial budaya, urban sprawl
dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengendalikan dan mengarahkan
pengembangan perkotaan menjadi lebih berkelanjutan (sustainable urbanization).

Dewasaini, berbagai upaya untuk menata dan membangun kota-kota Indonesia menuju
kawasan perkotaan yang lebih berkualitas secara internal maupun lebih mendukung
sistem produksi wilayah lebih berdaya saing telah dilaksanakan. Dalam kaitan tersebut,
penting untuk ditekankan bahwa kota-kota di Indonesia, yaitu kota masa depan yang
kita tuju adalah kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan
Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional (KSPPN). Sehingga diharapkan
dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat mengakomodir 3 (tiga)
pilar tersebut. Di samping kebijakan secara nasional kitapun terikat pada kesepakatan
agenda - agenda global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Agenda
Baru Perkotaan (NUA) yang baru - baru ini dihasilkan dari Konferensi Habitat Il di Quito
- Ekuador.

Indonesia dalam hal ini terus ikut serta secara aktif dan berkomitmen kuat dalam
mengikuti agenda baru perkotaan yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam



PrepCom 3 bulan Juli 2016 di Surabaya dan Konferensi Habitat Ill bulan Oktober 2016
di Quito-Ekuador dan telah menghasilkan sebuah kesepakatan global untuk mencapai
pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, yang dikenal dengan
nama New Urban Agenda (Agenda Baru Perkotaan). Dalam prosesnya, Indonesia telah
melibatkan diri secara aktif sejak awal hingga akhirnya dokumen kesepakatan tersebut
disahkan.

Sebagai upaya mendukung perwujudan pencapaian tujuan pembangunan perkotaan
secara nasional maupun sesuai agenda - agenda global, khususnya Agenda Baru
Perkotaan, referensi atau panduan untuk melaksanakannya di tingkat nasional maupun
lokalsangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berinisiasi untuk menerjemahkan
sekaligus membuat sebuah Panduan Praktis dalam rangka Implementasi dari Agenda
Baru Perkotaan (New Urban Agenda).

Selain itu, buku ini kami terbitkan bersamaan dengan momen Perayaan Hari Habitat
Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) di Jakarta sehingga berbagai agenda globalyang
dicanangkan dapat diadaptasi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan
perkotaan nasional dan daerah, serta dapat diterapkan sesuai dengan konteks dan
kebutuhan lokal di Indonesia.

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan ini diharapkan menjadi wadah
dalam ‘membumikan’ Agenda Baru Perkotaan dan menyelaraskannya dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan agenda pembangunan nasional.
Hal ini menitikberatkan pada prinsip ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan
inklusif, penyetaraan sosial-ekonomi-budaya di dalam keterpaduan ruang kota, serta
memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dengan mendorong energi bersih dan
sumber daya yang berkelanjutan.

Saya mengapresiasi Penyusunan Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru
Perkotaan ini sehingga semua pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintahan,
maupun masyarakat sipil, akademisi, professional, sektor swasta, dan pihak lainnya
yang bergerak di bidang perkotaan dapat terbantu dalam mewujudkan perkotaan
dan permukiman yang diharapkan oleh kesepakatan Agenda Baru Perkotaan. Selamat
membaca dan berkarya untuk kota kita.

Jakarta, Oktober 2017

DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat




Ir. Hadi Sucahyono, MPP,, Ph.D

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Saat ini lebih dari separuh penduduk dunia, termasuk Indonesia, tinggal di perkotaan
dan halini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 70% pada tahun 2050. Perkotaan
menjadi konsentrasi populasi penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya,
serta dampak lingkungan dan kemanusiaan. Dampak urbanisasi tersebut merupakan
permasalahan yang harus dihadapi di setiap negara maju dan berkembang. Oleh
karena itu tantangan urbanisasi ini perlu diarahkan untuk menjadi urbanisasi yang
berkelanjutan (sustainable urbanization).

Pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota
PBB mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Sebagai
komitmen terhadap perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain
itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi dan kemitraan internasional
seperti UN-HABITAT, APMCHUD, dan organisasi lainnya diharapkan dapat menjawab
tantangan urbanisasi serta dapat menjadi wadah saling berbagi pengalaman dan
informasi mengenai permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan.

Di samping SDGs, Indonesia juga mengadopsi Agenda Baru Perkotaan (New Urban
Agenda) yang merupakan dokumen resmi yang diadopsi pada Konferensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan
(Habitat 1) di Quito, Ekuador pada 20 Oktober 2016 untuk mewujudkan “Cities for All".
New Urban Agenda (NUA) merupakan elemen kunci untuk mengimplementasikan
SDGs khususnya Goal 11 yaitu “Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman,



berketahanan, dan berkelanjutan”. Terdapat peluang implementasi NUA pada jenjang
nasional karena beberapa tujuan dan target pada kebijakan nasional, seperti halnya
Nawacita, RPJPN, RPJMN, serta Renstra PUPR telah sejalan dengan agenda global
untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan tersebut. Untuk itu, 175
paragraf di dalam NUA perlu diadopsi pada skala nasional dalam bentuk Kebijakan
Perkotaan Nasional (KPN) dan kebijakan di tingkat lokal.

Sebagai wujud dukungan terhadap implementasi SDGs dan NUA, khususnya dalam
rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD), BPIW Kementerian
PUPR bersama Kemitraan Habitat telah menerjemahkan Agenda Baru Perkotaan dan
Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah serta menyusun Panduan
Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA) di Indonesia. Buku panduan praktis
tersebut terus diperbarui mengikuti perkembangan permasalahan di perkotaan. Saya
harap agenda global yang dicanangkan dapat diadopsi dan diinternalisasikan ke dalam
kebijakan pembangunan perkotaan nasional dan daerah.

Semoga bemanfaat.

Jakarta, 01 Oktober 2018
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Ir. Hadi Sucahyono, MPP., Ph.D
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Tantangan dan Peluang Pembangunan
Perkotaan Berkelanjutan

Urbanisasi merupakan suatu fenomena
perubahan karakteristik kawasan yang awalnya
adalah perdesaan menjadi kawasan bercirikan
perkotaan, yang ditandai dengan semakin
bertambahnya penduduk vyang tinggal di
kota. Urbanisasi dapat disebabkan oleh tiga
hal: pertambahan penduduk alami di kota,
perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan
perubahan ciri dari desa menjadi kota. Dalam
buku panduan ini, yang dimaksud dengan kota
tidak hanya sebatas batas-batas administratif
kota otonom, tetapi juga meliputi kawasan
bercirikan perkotaan.

Fenomena urbanisasi ini terjadi, tidak hanya
di Indonesia, tetapi juga di seluruh kota-kota
di dunia. Data dari Persatuan Bangsa-Bangsa
menyebutkan bahwa di tahun 2014, 54%
penduduk sudah tinggal di kota dan akan terus
meningkat hingga mencapai 66% di tahun 2050,
Di Indonesia di tahun 2015, sudah lebih dari
setengah penduduk Indonesia tinggal di kota
daripada di desa dan tren ini diperkirakan akan
terus berlanjut hingga 2035 mendatang, yang
diproyeksikan bahwa sekitar 67% penduduk
Indonesia akan tinggal di kota (Gambar 1)2

1) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, (ST/ESA/SER.A/366).

2)  BPS. 2014. Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi 2010-2035.
Diakses pada 13 September 2017 dari https:/www.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/1276

Tahukah Anda?

Menurut
UU no. 26 tahun 2007:

adalah wilayah yang
mempunyai kRegiatan
utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi
kawasan sebagai

tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan
ekonomi,

adalah wilayah yang
mempunyai Regiatan
utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya
alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan
ekonomi




Gambar 1 Perkembangan Penduduk Kota di Indonesia

2015
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Sumber: Diolah dari BPS, 2014

Tren urbanisasi di Indonesia juga diikuti oleh provinsi-provinsi di
Indonesia. Menurut BPS, selain provinsi-provinsi di Pulau Jawa,
Provinsi Bali dan Sumatera menjadi provinsi dengan tingkat
urbanisasi yang relatif tinggi. Beberapa provinsi diprediksi
akan mengalami urbanisasi yang tinggi, bahkan beberapa di
antaranya mencapai lebih dari 80% ditahun 2035, seperti Provinsi
Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Hal
ini tentu berimplikasi kepada kebijakan di setiap daerah tersebut
yang harus mulai memperhatikan urbanisasi dan berbagai
konsekuensi lanjutannya di masa kini dan masa mendatang.

Fenomena urbanisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang
untuk menggerakkan ekonomi regional dan nasional serta untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Di Indonesia, menurut
laporan dari Bank Dunia, setiap 1% kenaikan laju urbanisasi dalam
kurun waktu 1970-2012, maka akan berkontribusi terhadap

Di Indonesia, menurut laporan dari Bank Dunia,
setiap 1% kenaikan laju urbanisasi dalam kurun waktu
1970-2012, maka akan berkontribusi terhadap
peningkatan 2% Produk Domestik Bruto (PDB)
dan 4% PDB per kapitas3.

3)  Bank Dunia. 2016. Kisah Urbanisasi Indonesia. Bank Dunia: Washington DC.



peningkatan 2% Produk Domestik Bruto (PDB)dan 4% PDB per
kapitas. Kinerja urbanisasi di Indonesia terhadap perekonomian
tidak begitu baik jika dibandingkan dengan beberapa negara di
Asia. Di Tiongkok, 1% kenaikan laju urbanisasi dapat berdampak
pada 6% pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Thailand mencapai
peningkatan 10% PDB. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi
urbanisasi di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Berangkat dari pentingnya isu urbanisasi dan dalam rangka
mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan, PBB, melalui
UN-Habitat, menyelenggarakan pertemuan global Konferensi
Habitat setiap 20 tahun. Konferensi Habitat | diadakan di
Vancouver, Kanada pada tahun 1976, yang menghasilkan
Vancouver Declaration on Human Settlements. Konferensi
Habitat Il berlangsung di Istanbul, Turki, di tahun 1996, dengan
hasil Istanbul Declaration yang mendorong terwujudnya tujuan
universal hunian yang layak bagi semua dan pembangunan
permukiman yang berkelanjutan. Yang terbaru, Konferensi
Habitat Il diselenggarakan di Quito, Ekuador di tahun 2016.
Konferensi ini menghasilkan kesepakatan global untuk mencapai
pembangunan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan
dalam bentuk deklarasi New Urban Agenda (NUA).







Indonesia termasuk salah satu negara yang terlibat secara aktif
dalam proses penyusunan NUA. Partisipasi Indonesia dilakukan
melalui beberapa cara, yakni melalui Delegasi Republik
Indonesia dan keanggotaan dari Policy Units. Delegasi RI, yang
diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan beberapa
lembaga lainnya, termasuk universitas dan perusahaan swasta,
bertugas untuk merumuskan isu-isu pembangunan perkotaan
serta visi perkotaan yang ingin dicapai. Selain itu, Indonesia juga
mengirimkan pakar-pakar perkotaan untuk duduk di Policy Units
yang dibentuk oleh UN-Habitat.

Selain melalui kontribusi individual dan delegasi resmi, Indonesia
juga terpilih untuk menyelenggarakan Preparatory Committee
ketiga (Prepcom 3), yang berlangsung pada 25-27 Juli 2017,
untuk mempersiapkan Konferensi Habitat Ill. Kota Surabaya
ditunjuk sebagai tuan rumah acara yang mengundang sekitar
3.500 partisipan, termasuk delegasi dari negara-negara PBB.
Isu-isu yang berhasil dimasukkan Indonesia dalam pembahasan
New Urban Agenda, antara lain pembangunan kota-kota pesisir,
ketahanan pangan, kesetaraan gender, serta pembangunan
berbasis kemitraan. Prepcom 3 di Surabaya ini menghasilkan
Surabaya Draft on New Urban Agenda, yang kemudian diadopsi
dan dideklarasikan di Quito saat Konferensi Habitat 3.
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PETA JALAN MENUJU AGENDA BARU PERKOTAAN

Vancouver 1976

HABITAT |

Pemerintah menyadari
adanya kebutuhan terhadap
germuklman manusia yang

erkelanjutan dan urbanisasi
yang berkelanjutan

Para pemimpin dunia mengadopsi Agenda Habitat sebagai

rencana aksi global untuk hunian yang layak untuk semua Istanbul 1996 Menangkap, menyusun,

- ‘den_gan gsgasan bagwa permukgman maméswa yanﬁ H AB |T AT | | merancang, dan
erkelanjutan dapat mendorong pembangunan di tengal i

dunia yang semak?n menjadi kota. mendiseminasikan

g pemahaman mengenai

+ Kota adalah motor penggerak pertumbuhan global
+ Urbanisasi merupakan sebuah kesempatan

+ Ajakan untuk peran otoritas lokal (pemerintah daerah)
yang lebih kuat

+ Menyadari pentingnya partisipasi

oy Agenda Baru Perkotaan.

LAPORAN NASIONAL,
REGIONAL, DAN GLOBAL

HABITAT I1l

URBAN  NATioNAL, Medellin, April 2014 22,000 DIALOG PERKOTAAN
REGIONAL, DAN WUF 7 Peserta
WORLD URBAN

FURUM FORUMS Pemerintah, sektor swasta, organisasi .

internasional, akademisi, profesional,
dan organisasi masyarakat
menegaskan kembali komitmen untuk
mengintegrasikan keadilan dalam
perkotaan (Urban Equity) ke dalam URBAN EQuITY

agenda pembangunan LR
B N KEBIJAKAN

Menjamin komitmen politik
yang telah diperbarui
New York. September 17 - 18, 2014 Mendorong aksi untuk

tantangan baru
PREPCOMI1

PERTEMUAN TEMATIK DAN
Nairob, Apel T4 - 16, 2015 REGIONAL TINGKAT TINGGI

PREPCOM2

JANJIAN )

.
g a > ‘ Memastikan partisipasi inklusif, mendorong kemitraan dan

advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan membangun .
1 | konsensus menuju Agenda Baru perkotaan
+ General Assembly of Partners UNITED NATIONS
+ National and Local Urban Campaigns CONFERENCE
2l + Proses persiapan untuk the 2nd World Assembly of ON  CLIMATE
Local Authorities CHANGE
+ Urban Journalism Academy
+ Together Towards Hll - Survey Global (COP21/CNP 1)




DRAFT 0
AGENDA BARU

PERKOTAAN
p PENGETAHUAN & e
ISSUE PAPERS ANTAR SESI
é;i% The Issue Papers menyediakan
el lisi dal i isu-
TN g smitommudeaniaisipis

m dalam konferensi Surabaya, July 25 - 27. 2016
St PREPCOM3

Serangkalarlw< diskusi online ddengan

tujuan untuk menjaring pandangan

dari para pelaku terkait untuk URBAN OCTOBER
mendorong pemikiran baru dan yang

sedang perkembangan mengenai

isu-isu perkotaan. SELAMAT DATANG []l UU'TU

Konsultasi Tematik TUJUAN 11 8DG'S
6-31 Juli 2015 KOTA DAN
PERMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN 2nd World
Assembly
of Local and
HABITATIII Regional
QLT TEBER 0M Governments
URBAN
OCTOBER Urbanisasi ~ merupakan  sumber
daya internal bagi pembangunan
HARI HABITAT DUNIA berkelanjutan serta merupakan alat
POLICY UNITS untuk integrasi sosial dan keadilan
o HARIPERKOTAAN DUNIA
Mobilisasi pakar-pakar -
bidang perkotaan untuk Pesan Bersama dari
menyusun rekomendasi Pemerintah Daerah Menuju
kebijakan pembangunan Agenda Baru Perkotaan
perkotaan yang
berkelanjutan .
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Sesuai dengan tujuan
utamanya, Cities for
All, NUA berkomitmen
untuk mendorong
pembangunan kota
dan permukiman yang
lebih inklusif, non-
diskriminatif, serta
berkelanjutan.

Secara garis besar, NUA menawarkan
pendekatan  baru dalam  membangun,
mengelola, dan menata suatu kota. Sesuai
dengan tujuan utamanya, Cities for All, NUA
berkomitmen untuk mendorong pembangunan
kota dan permukiman yang lebih inklusif,
non-diskriminatif, serta berkelanjutan. Hal
ini memiliki implikasi lanjutan terhadap cara
pandang dari urbanisasi itu sendiri, terutama
dalam konteks migrasi penduduk desa ke
kota. Migrasi penduduk tersebut tidak bisa
dicegah, bahkan dilarang, karena sama
artinya dengan melarang pendatang untuk
mencari kesempatan yang lebih baik di kota.
Oleh karenanya, semangat inklusivitas dalam
pembangunan kota perlu diterjemahkan
sebagai upaya untuk mewujudkan kota untuk
semua, termasuk bagi para pendatang.

Dalam  mengimplementasikan NUA di
Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi
perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam
PP nomor 26 tahun 2008 mengenai Rencana
TataRuangWilayah Nasional, disebutkanbahwa
terdapat tiga kategori kawasan perkotaan:
kecil, sedang, besar, dan metropolitan. Sampai
dengan tahun 2011, Bappenas mencatat
bahwa terdapat 11 kota kecil, 56 kota sedang,
17 kota besar, dan 14 metropolitan di Indonesia.
Walaupun NUA tidak memberikan penekanan
khusus terhadap berbagai ukuran kota, baik
dari segi besaran, lokasi, dan jumlah penduduk,
namun pengguna panduan praktis ini perlu
memahami adanya perbedaan dan klasifikasi
perkotaan tersebut.
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Tahukah Anda?

Menurut PP 26/2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani
paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak
100.000 (seratus ribu) jiwa.

adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang
% c ] ﬂ dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari
500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

D
F-#P S ‘ adalah perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani

paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. E 1:[] d—_-ﬂ__'b

adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan [ —
perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki
keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem
Jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya
1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan metropolitan yang saling memiliki hubungan fungsional ]"“ —
dapat membentuk . Dengan demikian,
kawasan megapolitan mengandung pengertian kawasan yang terbentuk % c Iﬂ]
dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan B =
fungsional dan membentuk sebuah sistem. ;ﬁ
£
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Selain  NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan
global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya
adalah komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) yang
juga diprakarsai oleh PBB. SDGs diresmikan pada tahun 2015,
menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). SDGs
memiliki 17 tujuan universalyang harus dicapai ditahun 2030 oleh
setiap negara yang berkomitmen. Dengan mengusung prinsip
utama Leave No One Behind, SDGs bertujuan untuk memastikan
bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan
manfaat dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang
berkelanjutan.

NUA dan SDGs memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena
NUA sejatinya adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan
global yang tercantum dalam SDGs, khususnya Tujuan 11
mengenai Sustainable Cities and Communities. Tujuan 11 memiliki
target sebagai berikut:

Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua terhadap
111 perumahan yang layak, aman , terjangkau, termasuk penataan
kawasan kumubh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan

Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi
yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk
semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan
memperluas jangkauan transportasi umum, dengan perhatian
khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak-anak, penyandang difabilitas, dan orang tua

11.2

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan
11.3 berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan
permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara

Memperkuat upaya yang untuk melindungi dan menjaga warisan

Lo budaya dunia dan warisan alam dunia
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian
dan jumlah orang yang terdampak, dan secara substansial
115 mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang

disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan
dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang
dalam situasi rentan




Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan
11.6 per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian
khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka
11.7 hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk
perempuan dan anak-anak, manula, dan penyandang difabilitas

Mendorong keterkaitan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang
11.a positif antara kota, pinggiran kota, dan kawasan perdesaan dengan
memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan regional

Pada tahun 2030, meningkatkan jumlah kota-kota dan permukiman
yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana
yang terintegrasi untuk menuju proses inklusi, efisiensi sumber daya,
mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, berketahanan
terhadap bencana, serta membangun dan mengimplementasikan,
pengelolaan risiko bencana yang holistik di setiap tingkatan, yang
sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030

11.b

Mendukung negara-negara tertinggal, termasuk melalui bantuan
finansial dan teknis, dalam membangun bangunan-bangunan yang
berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan material
lokal

11.c

Berdasarkan tujuan 11 SDGs

1 SUSTAINABLE CITIES beserta dengan target dan
AND COMMUNITIES indikatornya,  terlihat  bahwa

terdapat  keterkaitan  antara
NUA dan SDGs. Keterkaitan

yang paling mendasar adalah

. — kesamaan  semangat vyang
E diusung oleh kedua dokumen

" tersebut, yakni semangat

inklusivitas. Selain itu, NUA juga
memberikan penjabaran yang lebih spesifik dari Tujuan 11 di
SDGs, terutama mengenai visi kota-kota dan permukiman yang
berkelanjutan di masa mendatang.




foto: google.com



BERSAMA

Kota untuk semua dapat diartikan kota yang inklusif dan tidak
memarginalkan  kelompok-kelompok  tertentu, termasuk
kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Visi kota untuk
semua pun termasuk jaminan bahwa setiap penduduk, tanpa
terkecuali dan tanpa diskriminasi, mempunyai hak yang sama
untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidupnya. Di beberapa negara, konsep kota untuk
semua seringkali disebut dengan right to the city.

Setiap penduduk kota dijamin hak dan peluang yang setara untuk
menikmati kebebasan yang mendasar, sesuai dengan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya.

Visi bersama kota dan permukiman yang berkelanjutan
mencakup kota yang mampu memenuhi fungsi-fungsi
sosial, partisipatif, serta berpedoman pada prinsip-prinsip
kesetaraan dan responsif terhadap gender dan usia. Kota yang
berkelanjutan pun harus dapat mengantisipasi tantangan dan
peluang-peluang pembangunan di masa mendatang serta
mampu berperan sebagai hub untuk meningkatkan keterkaitan
antara kota dan wilayah. Selain itu, kota dan permukiman yang
berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan ekologis
dengan mengimplementasikan manajemen risiko bencana dan
melindungi ekosistem alami.




PRINSIP &

tidak menelantarkan seorangpun

Dalam halini, tidak menelantarkan seorangpun dilakukan dengan
mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan. Mengakhiri
kemiskinan dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap
orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses sarana
dan prasarana dasar di perkotaan.

ekonomi perkotaan yang inklusif dan
berkelanjutan

Memastikan ekonomi perkotaan yang inklusif dan
berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengembangkan
kegiatan perekonomian lokal serta memberikan peluang bagi
setiap orang untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak.

keberlanjutan lingkungan hidup

Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya
melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga
melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengubah
pola konsumsi dan produksi, serta menjalankan gaya hidup
sehat yang selaras dengan alam.



PARADIGMA

Deklarasi NUA berkomitmen untuk mewujudkan kota untuk
semua dengan mengubah cara pandang dan paradigma dalam
membangun dan mengelola suatu kota. Beberapa pergeseran
paradigma tersebut, antara lain:

pembangunan perkotaan dan wilayah

Deklarasi NUA ini menekankan kembali bahwa perencanaan

dan pembangunan kawasan perkotaan tidak terpisah dari
perencanaan dan pembangunan kawasan di sekitarnya, sehingga
perlu dilakukan proses perencanaan dan pembangunan yang
terpadu dan terintegrasi.

tata kelola pemerintahan dan multiaktor

Dalam membangun kota untuk semua, peran dari pemerintah,
baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta
masyarakat sipil merupakan hal yang sangat penting. Selain itu,
untuk menjamin partisipasi yang inklusif dari setiap aktor yang
terlibat, diperlukan pula penerapan prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas.

berorientasi kepada manusia dan responsif terhadap
usia dan gender

Kebijakan pembangunan perkotaan harus dirancang dengan
mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan manusia, serta
sensitif terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis kelamin dan
usia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya kebijakan
pembangunan perkotaan yang terintegrasi di setiap tingkatan
pemerintahan, yang didukung dengan tata kelola perkotaan

dan kerangka pendanaan pembangunan yang memadai, serta
terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
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PENTINGNYA KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERHGTAAN NASIONAL

Untuk menyelesaikan
permasalahan
pembangunan

lintas daerah

serta memberikan
arahan dalam
membangun kota-
kota di Indonesia,
pemerintah pusat
berwenang untuk
merancang kebijakan
pembangunan

perkotaan nasional di

Indonesia.

Tidak semua persoalan pembangunan
perkotaan itu bisa diatasi oleh kota itu sendiri.
Beberapa isu seperti banjir, kemacetan,
migrasi penduduk, sampah, dan masih banyak
lagi, tidak lagi menjadi permasalahan internal
suatu kota, tetapi merupakan isu lintas daerah.
Meskipun kewenangan untuk menyelesaikan
berbagai  permasalahan  tersebut  dan
mekanisme kerja sama antar daerah sangat
didorong, tetapi hal itu belum cukup efektif.
Oleh karena itu, peran dari pemerintah pusat
masih sangat diperlukan.

Untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan lintas daerah serta memberikan
arahan dalam membangun kota-kota di
Indonesia, pemerintah pusat berwenang



untuk merancang kebijakan pembangunan perkotaan nasional
di Indonesia. Kebijakan tersebut juga perlu mengatur adanya
mekanisme kerja sama antar daerah dan antar tingkatan
pemerintahan. Dengan adanya kebijakan pembangunan
perkotaan nasional sebagai panduan pembangunan perkotaan,
maka isu-isu yang memerlukan penanganan lintas daerah dapat
dengan segera ditangani. Kebijakan pembangunan perkotaan
nasional juga perlu untuk mendapat landasan hukum yang kuat
dan mengikat, sehingga dapat memudahkan implementasi di
tingkat lokal.

Perlunya kebijakan perkotaan nasional (National Urban Policy)
ini berulang kali ditekankan di dalam dokumen NUA. Misalnya
pada paragraf 81, 86, 89, 92, dan 130. Di dalam NUA pun
dijabarkan bahwa kebijakan perkotaan nasional ini juga harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan serta mekanisme
yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam
pembangunan kota. Selain itu, kebijakan pembangunan
perkotaan juga harus dilengkapi dengan strategi pendanaan
dari multiaktor dan berdasarkan principle of subsidiarity?,

Pada saat buku seri panduan praktis ini disusun, Pemerintah
Indonesia belum memiliki kebijakan pembangunan perkotaan
yang sudah berkekuatan hukum. Namun, Bappenas sudah
memiliki dokumen “Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Perkotaan Nasional 2012-2045", meskipun belum mendapatkan
kejelasan status hukum. Di saat yang bersamaan, Kementerian
Dalam Negeri juga tengah menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah mengenai Perkotaan, sebagai turunan dari UU No.
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun belum ada kebijakan perkotaan nasional yang
mengikat di mata hukum, Pemerintah Indonesia memiliki
beberapa peraturan, yang secara langsung maupun tidak
langsung, mengatur pembangunan dan pengelolaan perkotaan.

4)  Principle of Subsidiarity diartikan sebagai pemberian/pendelegasian wewenang kepada unit pemerintahan yang
seterkecil mungkin.




Beberapa peraturan perundangan yang sudah berlaku dan
dapat dijadikan acuan di daerah antara lain:

1. UU No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

4. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

5. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional

6. PP no. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional

7. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen kebijakan perkotaan nasional juga sebaiknya selaras
dengan SDGs, terutama SDGs 11dan SDGs 6. SDGs 11: Sustainable
Cities and Communities memiliki misi untuk menciptakan kota-
kota yang berkelanjutan, aman, dan berketahanan, sedangkan
SDGs 6: Clean Water and Sanitation memiliki fokus untuk
menyediakan akses terhadap air yang aman dan terjangkau.
Namun tidak hanya SDGs 11 dan SDGs 6 saja, tetapi hampir
setiap tujuan dalam SDGs memilikiimplikasi perkotaan, sehingga
penting untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan lain tersebut
dalam pembangunan perkotaan di Indonesia.

Dalam rangka mempercepat implementasi SDGs di Indonesia,
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor
59 tahun 2017 mengenai Implementasi Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut mengamanatkan
adanya Rencana Aksi yang disusun di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten, dan kota untuk menerapkan komitmen SDGs
di tingkat lokal. Dengan adanya kejelasan landasan hukum
mengenai SDGs, maka pemerintah daerah dapat dengan mudah
mengadaptasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah.



PANDUAN PRAKTIS

Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan
merupakan satu seri panduan bagi para pengelola kota, tidak
hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, sektor swasta,
akademisi, komunitas filantropi, dan lainnya, yang ingin turut
berperan dalam mewujudkan dan mengimplementasikan NUA
di Indonesia. Untuk menghasilkan panduan tersebut, dilakukan
analisis dokumen NUA, yang dikombinasikan dengan kajian
literatur dan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang
terkait.

Gambar 4 Alur Penerjemahan NUA dan Identifikasi Komponen & Prinsip

Pembangunan Perkotaan
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Langkah  pertama vyang dilakukan adalah  dengan
menerjemahkan butir-butir NUA ke dalam Bahasa Indonesia
(Gambar 4). Setelah itu, dilakukan pula kajian terhadap UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjabarkan
dan memetakan wewenang dan urusan wajib dan konkuren bagi
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait
dengan pelayanan dasar. Dari pemetaan tersebut, teridentifikasi
tujuh komponen perkotaan. Langkah selanjutnya adalah dengan
mengidentifikasi  prinsip-prinsip  pembangunan  perkotaan
yang ingin diwujudkan, seperti efektif, efisien, berkelanjutan,
berketahanan, dan lain-lain. Setelah teridentifikasi, prinsip-
prinsip perkotaan ini kemudian dikelompokkan menjadi
tujuh kelompok besar yang mencerminkan visi kota di masa
mendatang menurut NUA.

Selanjutnya, tujuh komponen perkotaan, yang sebelumnya
sudah teridentifikasi, dianalisis keterkaitannya dengan masing-
masing prinsip dari NUA (Gambar 5). Proses ini dilakukan guna
mengidentifikasi kondisi kota yang ingin diwujudkan di masing-
masing komponen, sehingga pilihan kebijakan dapat mengarah
pada kondisi tersebut. Setiap komponen perkotaan memiliki
satu atau lebih prinsip pembangunan kota yang ingin dicapai
dan diprioritaskan di dalam NUA. Sebagai contohnya, komponen
tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan oleh NUA adalah
tata kelola yang inklusif, responsif, dan efisien. Implikasinya,
pilihan kebijakan dan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh para
pemangku kepentingan akan menuju perwujudan tata kelola
perkotaan yang inklusif, responsif, dan efisien.
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PRINSIP PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Berdasarkan kesepakatan di dalam NUA, visi bersama kota
yang ingin dicapai adalah kota untuk semua. Yang dimaksud
dengan kota untuk semua tidak hanya mencakup inklusif dan
berkelanjutan, tetapi ada beberapa prinsip pembangunan kota
lainnya yang ingin diwujudkan. Berikut adalah prinsip-prinsip
pembangunan perkotaan yang ingin dicapai, sebagaimana

disebutkan dalam NUA.

Tabel 1 Deskripsi Prinsip-Prinsip Perkotaan

NO. PRINSIP INTEPRETASI
Kota yang menyediakan layanan bagi
. seluruh kelompok masyarakat tanpa
Inklusif . ;
mengesampingkan kebutuhan dari kelompok
1 masyarakat tertentu
P et Kota yang dalam proses pembangunannya

mengikutsertakan seluruh aktor pembangunan

Responsif gender dan
usia

Kota yang kebijakannya tanggap terhadap
gender dan usia, tercermin dari sarana dan
prasarana kota yang mampu memenuhi
kebutuhan penduduk berdasarkan gender dan
usia




[\[0X PRINSIP

Efektif

INTEPRETASI

Kota yang memberikan pelayanan publik
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
masyarakatnya

Efisien

Kota yang dapat memberikan pelayanan
publik semaksimal mungkin dengan sumber
daya yang ada

Produktif

Kota sebagai tempat berkegiatan yang dapat
meningkatkan nilai tambah dan daya saing
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Mudah diakses

Kota yang memudahkan masyarakatnya
untuk menggunakan pelayanan dasar dan
infrastruktur perkotaan, termasuk sistem
pemerintahan

Terjangkau

Kota yang memudahkan akses finansial bagi
masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar
dan infrastruktur perkotaan

Terpadu

Kota yang rencana pembangunannya memiliki
keterkaitan antar sektor, antar wilayah, antar
aktor, dan antar tingkatan pemerintahan.

Transparan

Kota yang seluruh proses pembangunannya
dapat diketahui oleh banyak pihak dan
terbuka dengan masyarakatnya

Akuntabel

Kota yang mampu menunjukkan capaiannya
sesuai dengan kebijakan dan rencana
pembangunan yang sudah disepakati dan
sesuai dengan aturan dan standar yang ada

Aman

Kota yang dapat menjamin dan melindungi
aktivitas masyarakatnya dari berbagai bahaya
dan gangguan

Nyaman

Kota yang mendorong kegiatan dan fungsi
sosial dari bermasyarakat dalam suasana
tenang dan damai

Berketahanan

Kota yang memiliki daya tahan dan kekuatan
dalam menghadapi berbagai ancaman (shock)
dan tekanan (stress) serta dapat menjamin
kebutuhan masyarakatnya di masa sekarang
dan yang akan datang




Berdasarkan kesepakatan di dalam NUA, visi bersama kota
yang ingin dicapai adalah kota untuk semua. Yang dimaksud
dengan kota untuk semua tidak hanya mencakup inklusif dan
berkelanjutan, tetapi ada beberapa prinsip pembangunan kota
lainnya yang ingin diwujudkan. Berikut adalah prinsip-prinsip
pembangunan perkotaan yang ingin dicapai, sebagaimana
disebutkan dalam NUA.

Buku 1 Buku Pengantar:
Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan
Buku 2 Panduan Praktis:
Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar
Panduan Praktis:
Buku 3 .
Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan
Panduan Praktis:
Buku 4 Tata Kelola Perkotaan
Buku 5 Panduan Praktis:
Transportasi dan Mobilitas Perkotaan
Buku 6 Panduan Praktis:
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan
Buku 7 Panduan Praktis:
Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Perkotaan
Panduan Praktis:
Buku 8
H Sosial Budaya Perkotaan

Setiap seri buku panduan praktis iniakan membahas komponen-
komponen perkotaan secara lebih mendalam, dengan
mengangkat isu-isu dan perkembangan terkini yang dihadapi
oleh para pengelola kota secara langsung. Secara garis besar,



pembahasan di tiap-tiap buku panduan akan terbagi menjadi

(1) konsep dan prinsip; (2) pendekatan dan sarana implementasi;

dan (3) pembagian peran antar aktor.

Pada bagian pertama, yakni konsep dan prinsip, akan dijabarkan
mengenai definisi komponen perkotaan, sebagaimana yang
tercantum di dalam NUA. Pada bagian pendekatan dan sarana
implementasi akan dijelaskan mengenai beberapa contoh isu-
isu pembangunan terkait beserta pilihan kebijakan dan ajakan
untuk beraksi, serta praktik-praktik baik yang dapat dijadikan
pembelajaran bagi seluruh aktor pembangunan. Yang terakhir,
bagian pembagian peran antar aktor akan menyajikan pilihan
peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah,
sektor, swasta, dan masyarakat pada umumnya, demi
mewujudkan kota untuk semua.
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Kebijakan Perlu adanya komitmen, kebijakan, dan
Perkotaan strategi pembangunan perkotaan di
Nasional tingkat nasional agar dapat lebih terarah

Peraturan Peraturan perundang-undangan terkait
Perundang- perkotaan dibutuhkan agar pembangunan
undangan perkotaan memiliki landasan hukum yang
Perkotaan jelas dan mengikat

3 Perencanaan dan | Perencanaan dan desain perkotaan perlu
" | Desain Perkotaan | berorientasi pada manusia dan terpadu

Ekonomi Kebijakan pembangunan perkotaan harus
Perkotaan dan mampu menciptakan peluang ekonomi
Pembiayaan serta dapat memberikan pemasukan bagi
Perkotaan daerah

Perencanaan dan pembangunan fisik
Pembangunan perkotaan harus dapat mendukung
Fisik Perkotaan pencapaian NUA dan sesuai dengan

perencanaan dan desain perkotaan

Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam
mengimplementasikan NUA, maka masing-masing aktor dapat
mengambil peran. Dokumen NUA memang tidak secara spesifik
menjabarkan hal-halapa saja yang menjadi tugas dan wewenang
dari masing-masing aktor, karena bentuk sistem pemerintahan
tiap-tiap negara pun berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan
singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh setiap para
pelaku pembangunan di Indonesia®.

5) Setiap buku seri akan memberikan gambaran lebih mendetil mengenai peran dan kontribusi yang dapat
dilakukan untuk mewujudkan NUA serta mekanisme kerja sama antar aktor yang dapat ditempuh dalam
pembangunan perkotaan.



Aktor

Pemerintah

Deskripsi

Pemerintah Pusat

Tabel 2 Pilihan Peran Pelaku Pembangunan Perkotaan

Peran yang Dapat Diambil

Menyusun kebijakan perkotaan nasional
yang mengakomodasi NUA dan SDGs
Mengkoordinasikan pemerintah daerah
untuk menangani permasalahan
pembangunan lintas daerah

Mendorong terwujudnya kerja sama
multipihak dan multilevel pemerintahan
untuk mewujudkan NUA

Pemerintah
Provinsi

Memperkuat mekanisme kerja sama
antar kabupaten/kota

Bersama dengan pemerintah pusat,
mendorong  terlaksananya kebijakan
perkotaan  nasional  (jika  sudah
berlandaskan hukum) di tingkat daerah

Pemerintah Kota/
Kabupaten

Menjalankan wewenang dan fungsi
pemerintahan  sesuai dengan yang
diamanatkan UU 23/2014

Memetakan keterkaitan NUA dengan
RPJIMD

Mendorong kerja sama dengan badan
usaha

Non-
Pemerintah

Sektor Swasta
dan Komunitas
Filantropi

Menggiatkan Corporate Social
Responsibility (CSR) dan Corporate Shared
Value (CSV)
Mendorong KPBU untuk membantu
pemenuhan kebutuhan pembangunan
perkotaan

Akademisi dan
Perguruan Tinggi

Menyediakan evidence-based research
sebagai masukan dalam pembuatan
kebijakan pembangunan perkotaan

Komunitas
dan Organisasi
Masyarakat

Terlibat aktif dalam berbagai forum
pembangunan kota

Mendorong aspirasi masyarakat terkait
pembangunan perkotaan

Media

Memantau perkembangan
pembangunan kota secara objektif
Mengadvokasi isu-isu  pembangunan
perkotaan yang tengah ramai di
masyarakat




Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti yang telah
disebutkan di dalam Tabel 2 di atas tentu masih banyak yang
bisa dilakukan. Namun, yang paling penting adalah mendorong
terciptanya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku
kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan
kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam
NUA, terlebih karena adanya keterbatasan peran dan kapasitas
dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi
alternatif pendanaan pembangunan.
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Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to
the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the New
Urban Agenda document endorsed by the General Assembly (A/RES/71/256) which
is the offcial version of the document. Any discrepancies or differences created in the
translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement
purposes.

The translation of the document is a courtesy of the Government of Indonesia.
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KATA PENGANTAR

Agenda Baru Perkotaan merepresentasikan visi bersama
untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan — salah
satunya adalah setiap orang memiliki hak-hak dan akses yang
sama terhadap manfaat-manfaat dan peluang-peluang yang
ditawarkan oleh kota serta bagaimana komunitas internasional
mempertimbangkan kembali sistem perkotaan dan bentuk fisik
dari ruang-ruang perkotaan kita untuk mencapai hal tersebut.

Di era peningkatan urbanisasi yang belum pernah terjadi
sebelumnya, dan dalam konteks Agenda 2030 untuk Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, the Paris Agreement, serta
perjanjian-perjanjian dan kerangka-kerangka pembangunan
global lainnya, kita telah mencapai titik kritis dalam memahami
bahwa kota dapat menjadi sumber solusi, bukan menjadi
penyebab, dari tantangan yang dihadapi dunia kita saat ini.
Apabila direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi
dapat menjadi alat yang berpengaruh bagi pembangunan
berkelanjutan baik untuk negara berkembang maupun negara
maju.

Agenda Baru Perkotaan menyajikan pergeseran paradigma
berdasarkan pengetahuan tentang kota, yang menjabarkan
standar dan prinsip untuk perencanaan, konstruksi,
pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan area perkotaan
bersama dengan lima pilar utama pelaksanaannya, yaitu:
kebijakan perkotaan nasional, peraturan dan perundang-
undangan perkotaan, perencanaan dan perancangan perkotaan,
ekonomi lokal dan pembiayaan perkotaan, serta implementasi
lokal. Agenda Baru Perkotaan merupakan sumber daya bagi
setiap tingkatan pemerintahan, dari nasional hingga lokal;
bagi organisasi masyarakat sipil; sektor swasta; kelompok
konstituen; dan bagi semua orang yang menyebut ruang-ruang
perkotaan di dunia sebagai “rumah” untuk mewujudkan visi ini.



Agenda Baru Perkotaan menggabungkan pengakuan
baru tentang Kkorelasi antara urbanisasi yang baik dengan
pembangunan. Agenda ini menggarisbawahi hubungan antara
urbanisasi yang baik dan penciptaan lapangan kerja, peluang-
peluang penghidupan, dan peningkatan kualitas hidup, yang
harus menjadi bagian pada setiap kebijakan dan strategi
peremajaan perkotaan. Hal ini kemudian menyoroti lebih jauh
hubungan antara Agenda Baru Perkotaan dengan Agenda
2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya
Tujuan 11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Negara-negara anggota, organisasi antar pemerintah; Program
Permukiman PBB (UN Habitat) dan lebih dari 40 badan,
pendanaan, dan program PBB; 200 ahli dalam Unit Kebijakan
dengan 20 organisasi yang memimpin bersama; 16 mitra
kelompok konstituen Majelis Umum Mitra; ribuan pemerintah
subnasional dan lokal serta semua jaringan utama pemerintah
lokal dan regional yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas
Global untuk Pemerintah Daerah dan Regional; 197 negara
yang berpartisipasi; lebih dari 1.100 organisasi; dan lebih
dari 58.000 jaringan telah terlibat dalam persiapan Agenda
Baru Perkotaan. Masukan dari para pakar dan pemangku
kepentingan tersebut menjadi landasan bagi rancangan nol
dari dokumen ini dan masukan lebih lanjut didiskusikan dengan
Negara-negara Anggota selama dengar pendapat informal
dengan para pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
lainnya, serta diperhitungkan sepanjang negosiasi antar
pemerintah yang berlangsung sebelum Konferensi, yaitu pada
saat Agenda Baru Perkotaan diadopsi seluruhnya.

Pendekatan partisipatif ini diperluas ke dalam kerangka
Konferensi Habitat lll di Quito, Ekuador, yang pada saat ini
dianggap sebagai salah satu konferensi PBB yang paling inklusif
dan inovatif. Bersamaan dengan sesi pleno antar pemerintahan
dan diskusi tingkat tinggi terdapat majelis-majelis, yang
membuka dan ‘membingkai’ Konferensi Habitat Il dengan



memberikan ruang bagi kelompok-kelompok konstituen,
begitu pula dengan pertemuan para pemangku kepentingan,
sesi khusus, dialog, dan acara lainnya yang diselenggarakan
oleh berbagai organisasi dan mitra di sepanjang Konferensi.
Hal tersebut selanjutnya memaksimalkan partisipasi ini dan
berfokus pada implementasi prinsip-prinsip, kebijakan-
kebijakan, dan aksi-aksi untuk pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan, dengan melibatkan Satu Paviliun PBB
untuk menunjukkan dan mendorong kolaborasi antar badan
PBB, Pameran Habitat Ill untuk menyoroti inovasi-inovasi dari
organisasi mandiri, dan Desa Habitat Il untuk memberi contoh
mengenai solusi-solusi perkotaan melalui intervensi aktual
pada tingkat lingkungan.

Konferensi Habitat lll dan Kota Quito menyambut 30.000 peserta
dari 167 negara, dengan kerangka dan mekanisme daring yang
memungkinkan orang-orang di seluruh dunia mengikuti acara-
acara utama secara daring. Konferensi Habitat Il menjadi saksi
bagi pelaksanaan prinsip inklusivitas, termasuk pertimbangan
kesetaraan gender dan wilayah pada semua panel; keterlibatan
pemimpin dari penghuni kawasan kumuh dan organisasi akar
rumput secara inklusif; pencanangan kedua Majelis Dunia
untuk Pemerintahan Daerah dan Regional; serta keterlibatan
berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang semuanya
memiliki peran penting dalam penerapan visi bersama ini.

Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi
Sekretaris Jenderal Konferensi. Saya ingin mengucapkan terima
kasih dan selamat kepada Republik Ekuador atas keramahan
dan upayanya sebagai negara tuan rumah Konferensi Habitat Ill.
Saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para
anggota Biro Panitia Persiapan yang memandu keseluruhan
proses, para fasilitator bersama dalam negosiasi informal
antar pemerintah untuk Agenda Baru Perkotaan, dan delegasi
resmi yang terlibat dalam negosiasi ini, serta pemerintah
dan kota-kota yang menyelenggarakan Pertemuan Regional
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dan Tematik Habitat Ill dan sesi Komite Persiapan, juga para
anggota dan rekan pemimpin Unit Kebijakan, Tim Tugas PBB
untuk Habitat Ill, Majelis Umum Mitra, Satuan Tugas Global
untuk Pemerintah Daerah dan Regional, dan organisasi lain
yang mengamati negosiasi tersebut dan berkontribusi pada
rancangan selanjutnya Agenda Baru Perkotaan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua staf yang
bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa keahlian
dan suara ribuan kontributor dari seluruh dunia didengungkan
dan dibawa ke halaman-halaman ini.

Tidak ada satu resep untuk memperbaiki urbanisasi dan
mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,
namun Agenda Baru Perkotaan memberikan prinsip-prinsip
dan praktik-praktik yang telah teruji untuk mewujudkan
visinya terhadap kehidupan, dari halaman-halaman ini sampai
menjadi  kenyataan. Semoga Agenda Baru Perkotaan ini
dapat menginspirasi dan memberikan informasi kepada para
pengambil keputusan dan penduduk perkotaan di dunia untuk
mengambil alih kepemilikan masa depan kota kita bersama:
satu kebijakan, peraturan, rencana, rancangan, atau proyek
pada satu waktu. Pada titik kritis dalam sejarah manusia ini,
memikirkan kembali cara kita merencanakan, membangun,
dan mengelola ruang perkotaan kita bukanlah sebuah pilihan
tetapi sebuah keharusan. Pekerjaan kita untuk mewujudkan
visi ini dimulai sekarang.

Dr. Joan Clos

Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perumahan
dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan - Habitat Ill
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DEKLARASI
QUITO
MENGENAI

PERKOTAAN DAN
PERMUKIMAN
BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA




1. Kami, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Para Menteri dan Perwakilan Tingkat
Tinggi, telah berkumpul di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan
dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat Il) sejak 17 hingga 20 Oktober
2016 di Quito, dengan peran serta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
anggota parlemen, masyarakat sipil, penduduk asli dan komunitas lokal, sektor swasta,
profesional dan praktisi, komunitas ilmiah dan akademik, serta pemangku kepentingan
terkait lainnya untuk mengadopsi Agenda Baru Perkotaan.

2. Pada tahun 2050, jumlah penduduk perkotaan di dunia diproyeksikan meningkat
dua kali lipat, yang menjadikan urbanisasi sebagai perubahan yang paling transformatif
di abad ke-21 ini. Penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial budaya, serta dampak
lingkungan dan kemanusiaan semakin terkonsentrasi di kota-kota dan memberikan
tantangan besar dalam pengelolaan yang berkelanjutan dalam hal antara lain
permukiman, infrastruktur, pelayanan dasar, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan layak, keselamatan dan sumber daya alam.

3. Sejak Konferensi PBB tentang Permukiman di Vancouver, Kanada, di tahun 1976 dan
Istanbul, Turki, di tahun 1996, serta adopsi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals) pada tahun 2000, kita telah melihat peningkatan kualitas hidup
jutaan penduduk perkotaan, termasuk mereka yang tinggal di permukiman kumuh
dan permukiman informal. Namun, keberadaan kemiskinan multidimensi, melebarnya
kesenjangan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup tetap menjadi salah satu
hambatan utama dalam pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, dengan eksklusi
sosial dan ekonomi, serta segregasi ruang seringkali menjadi realitas tak terbantahkan
di perkotaan dan permukiman.

4, Kami masih jauh dari titik keberhasilan untuk mengatasi tantangan-tantangan
yang semakin berkembang tersebut, dan ada kebutuhan untuk memanfaatkan
peluang urbanisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,
pembangunan sosial budaya dan perlindungan lingkungan hidup, serta peluang
urbanisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang transformatif dan
berkelanjutan.

5. Dengan menata kembali bagaimana perkotaan dan permukiman direncanakan,
dirancang, dibiayai, dikembangkan, ditata kelola dan diatur, Agenda Baru Perkotaan akan
membantu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya,
mengurangi kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan
anak-anak perempuan, dalam upaya untuk memanfaatkan kontribusi mereka dalam
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Agenda Baru Perkotaan

pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesehatan manusia dan kesejahteraan, serta
menciptakan ketahanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

6. Kami mempertimbangkan capaian-capaian pada tahun 2015, khususnya the 2030
Agenda for Sustainable Development!, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGS ), the Addis Ababa Action Agenda of the third
International Conference on Financing for Development, Paris Agreement yang
diadopsi dalam United Nations Framework Convention on Climate Change®, the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction tahun 2015-2030¢, the Vienna Programme
of Action for Landlocked Developing Countries untuk dekade 2014-2024°, the SIDS
Accelerated Moaalities of Action Pathway (SAMOA) dan the Istanbul Programme for the
Least Developed Countries untuk dekade 2011-20207. Kami juga memperhatikan the
Rio Declaration on Environment and Development?, the World Summit on Sustainable
Development, the World Summit for Social Development, the Programme of Action of
the International Conference on Population and Developmen®, the Beijing Platform for
Action™, The United Nations Conference on Sustainable Development, serta langkah-
langkah lanjutan setelah dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Meskipun World Humanitarian Summit tidak menghasilkan kesepakatan antar
pemerintah, kami mencatat diadakannya pertemuan tersebut pada bulan Mei 2016 di
Istanbul

8. Kami mengakui kontribusi pemerintah nasional, serta kontribusi dari pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota, dalam definisi Agenda Baru Perkotaan dan mencatat
adanya The Second World Assembly of Local and Regional Governments.

9. Agenda Baru Perkotaan ini menegaskan kembali komitmen global kami untuk
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai langkah penting dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat
global, regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dengan partisipasi dari semua

Resolution70/1

Resolution 69/313, annex.

Lihat FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex.

Resolution 69/283, annex Il.

Resolution 69/137, annex Il.

Resolution 69/15, annex.

Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul,

Turkey, 9-13 Mei 2011 (A/CONF.219/7), Bab Il.

8 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio De Janeiro, 3-14
Juni 1992, vol. |, Resolutions Adopted by the Conference (Publikasi PBB, Penjualan No. E.93.1.8
dan corrigendum), resolution 1, annex I.

°  Report of the International Conference and Development, Kairo, 5-13 September 1994 (Publikasi

PBB, Penjualan No. E.95.XIll.18), Bab 1, resolution 1, annex.

Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (Publikasi

PBB, Penjualan No. E.96.1V.13), Bab 1, resolution 1, annex Il.
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aktor yang terkait. Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan
penerapan the 2030 Agenda for Sustainable Development di daerah secara terpadu,
serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk
Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan
berkelanjutan.

10. Agenda Baru Perkotaan mengakui bahwa budaya dan keragaman budaya
merupakan sumber pengayaan untuk masyarakat dan memberikan kontribusi penting
bagi pembangunan perkotaan, permukiman dan masyarakat yang berkelanjutan,
memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dan khas dalam prakarsa
pembangunan. Agenda Baru Perkotaan selanjutnya mengakui bahwa budaya harus
diperhitungkan dalam promosi dan penerapan pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya yang bertanggung
jawab dan mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.

Visi Kami Bersama

11. Kami berbagi visi mengenai kota untuk semua, yang berarti adanya kesempatan
yang sama dalam menggunakan dan menikmati kehidupan di perkotaan dan
permukiman, yang berupaya mendorong inklusivitas/keterbukaan dan memastikan
bahwa setiap penduduk, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang,
tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, mampu menempati dan menciptakan kota dan
permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan,
dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup untuk
semua. Kami memperhatikan upaya beberapa pemerintah nasional dan lokal untuk
mengadopsi visi ini, yang disebut sebagai “hak atas kota”, dalam berbagai bentuk
perundang-undangan, deklarasi politik, dan kesepakatan.

12. Kami bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman dimana semua
orang mampu menikmati kesetaraan hak, kesempatan, dan kebebasan mendasar,
sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(the Charter of the United Nations), termasuk penghormatan penuh terhadap hukum
internasional. Dalam hal ini, Agenda Baru Perkotaan berlandaskan pada Universal
Declaration of Human Rights", perjanjian hak asasi manusia internasional, the Millenium
Declaration'?, serta World Summit Outcome tahun 2005 . Hal ini ditunjukkan juga
dalam dokumen lain seperti The Declaration on the Right to Development*,

" Resolution 217 A (lll).

"2 Resolution 55/2.

13 Resolution 60/1.

14 Resolution 41/128, annex.
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13. Kami memiliki visi tentang perkotaan dan permukiman yang:

(@  Memenuhifungsi sosialnya, termasuk fungsi lahan secara sosial dan ekologis,
untuk secara progresif mewujudkan hak atas perumahan yang layak secara utuh
sebagai komponen dari hak atas standar hidup yang layak, tanpa diskriminasi,
akses universal terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau,
serta akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan barang-barang dan
pelayanan publik yang berkualitas di berbagai bidang seperti ketahanan pangan
dan gizi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, mobilitas dan transportasi, energi,
kualitas udara dan penghidupan;
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(b) Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki
dan kepemilikan di antara semua penduduk kota, memprioritaskan ruang publik
yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas yang ramah untuk
keluarga, mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi, ekspresi
kebudayaan, serta partisipasi politik, dan membina kohesi, inklusi, dan keamanan
sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk, yang memenuhi kebutuhan
seluruh penduduk, termasuk kebutuhan khusus bagi mereka yang berada dalam
kondisi rentan;

(c) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan
anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan
efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan
di semua tingkat pengambilan keputusan, dan dengan memastikan pekerjaan
yang layak dan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, atau pekerjaan
dengan nilai yang setara untuk semua perempuan, serta dengan mencegah dan
menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap
perempuan dan anak-anak perempuan baik di ruang privat maupun publik;

(d)  Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan
masa depan yang berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan, mendorong
urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi, kegiatan
yang bernilai tambah dan efisiensi sumber daya, menggerakkan ekonomi lokal,
dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi
berkelanjutan menuju ekonomi formal;

(e) Memenuhi fungsi kewilayahan lintas batas administratif, dan berperan
sebagai simpul dan penggerak pembangunan kota dan kewilayahan yang
berimbang, berkelanjutan, dan terpadu di semua tingkatan;
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( Mendorong perencanaan dan investasi gender dan usia yang responsif
untuk mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, aman, dan mudah
diakses bagi semua, dan sistem transportasi yang menggunakan sumber daya
secara efisien untuk mengangkut penumpang dan barang, yang menghubungkan
manusia, tempat, barang, jasa, dan peluang ekonomi secara efektif;

(@ Mengadopsi dan menerapkan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana,
mengurangi  kerentanan, membangun ketahanan dan responvitas terhadap
bencana alam dan buatan manusia, serta mendorong langkah-langkah mitigasi
dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

() Melindungi, melestarikan, memulihkan, dan mempromosikan ekosistem,
air, habitat alami, dan keanekaragaman hayati, meminimalisasi dampak
terhadap lingkungan hidup, dan mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi
berkelanjutan.

Prinsip dan Komitmen Kami

14. Untuk mencapai visi tersebut, kami sepakat untuk mengadopsi Agenda Baru
Perkotaan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang saling berkaitan sebagai berikut:

(@ Tidak menelantarkan seorangpun, dengan mengakhiri segala bentuk dan
dimensi kemiskinan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, dengan
memastikan adanya hak dan peluang yang setara, keragaman sosial-ekonomi dan
budaya, dan keterpaduan di dalam ruang kota, dengan meningkatkan kelayakhunian,
pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan dan kesejahteraan, termasuk
dengan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, dengan mendorong
keselamatan dan mengakhiri diskriminasi dan segala bentuk kekerasan, dengan
memastikan partisipasi masyarakat —menyediakan akses yang aman dan setara
bagi semua, dan dengan menyediakan akses yang setara untuk semua di bidang
infrastruktur fisik dan sosial dan layanan dasar, serta perumahan yang layak dan
terjangkau;

(b) Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan
mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan
baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan mendorong kesempatan
kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, dengan
memastikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses yang setara terhadap
sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif, dan dengan mencegah spekulasi
lahan, dan mendorong hak atas lahan yang pasti serta mengelola kemerosotan



kekotaan (urban shrinking).

()  Memastikankeberlanjutanlingkunganhidup,denganmendorong energibersih,
pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan pada pembangunan kota,
serta melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, termasuk mengadopsi
gaya hidup sehat yang harmonis dengan alam, mendorong pola konsumsi dan
produksi berkelanjutan, membangun ketahanan kota, mengurangi risiko bencana,
dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
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15. Kami  berkomitmen untuk bekerja menuju pergeseran paradigma dalam
pembangunan perkotaan untuk Agenda Baru Perkotaan yang akan:

(@ Menata kembali cara kami merencanakan, membiayai, membangun,
dan menata kelola perkotaan dan permukiman, dengan menekankan bahwa
pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan adalah penting bagi
tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan untuk semua;

(b) Mengakui peran utama pemerintah nasional, dalam pendefinisian dan
penerapan kebijakan dan peraturan perkotaan yang inklusif dan efektif untuk
pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta pentingnya kontribusi pemerintah
provinsi, dan kabupaten/kota, bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan
lainnya, dengan langkah-langkah yang transparan dan akuntabel;

(c) Mengadopsi pendekatan pembangunan kota dan kewilayahan yang
berkelanjutan, berorientasi pada manusia, responsif gender dan usia, serta terpadu
dengan menerapkan kebijakan, strategi, pengembangan kapasitas, serta aksi-aksi
di semua tingkatan, berdasarkan faktor penggerak perubahan fundamental, di
antaranya:

() Mengembangkan dan menerapkan kebijakan perkotaan, sesuai dengan
tingkatannya, termasuk kemitraan antara pemerintah lokal-nasional dan
multipinak, membangun sistem-sistem perkotaan dan permukiman yang
terpadu, dan mendorong kerjasama antar tingkatan pemerintah untuk
mencapai pembangunan perkotaan terpadu dan berkelanjutan;

(i) Memperkuat tata kelola perkotaan, dengan lembaga yang sehat dan
mekanisme yang memberdayakan dan melibatkan semua pemangku
kepentingan perkotaan, serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances) dalam rencana pembangunan perkotaan yang
memberikan kepastian dan keterpaduan agar dapat menciptakan inklusi sosial,
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlindungan
lingkungan hidup;
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(i) Memperkuat perencanaan dan perancangan kota dan kewilayahan
berjangka panjang dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan dimensi ruang
dari bentuk kota (urban form) dan memberikan dampak positif urbanisasi;

(iv) Mendukung kerangka dan instrumen pembiayaan yang efektif, inovatif, dan
berkelanjutan, yang memungkinkan penguatan keuangan dan sistem fiskal
daerah dalam rangka menciptakan, mempertahankan dan membagi manfaat
dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan secara inklusif.

Ajakan untuk Beraksi

16. Meskipun kondisi spesifik dari setiap kota dan desa bervariasi, kami menegaskan
bahwa Agenda Baru Perkotaan bersifat universal dalam ruang lingkup, partisipatif,
dan berorientasi pada manusia, melindungi bumi, dan memiliki visi jangka panjang,
dengan menetapkan prioritas dan aksi di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan
di setiap negara, sesuai dengan kebutuhannya.

17. Kami akan bekerja untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan ini di negara kami
dan pada tingkat regional dan global, dengan mempertimbangkan perbedaan realitas
nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan, dan menghormati perundang-undangan
nasional beserta praktiknya, serta kebijakan dan prioritas yang ada.

18. Kami menegaskan kembali semua prinsip Rio Declaration on Environment and
Development, termasuk di antaranya, prinsip tanggung jawab bersama dengan kontribusi
sesuai kemampuan masing-masing (common but differentiated responsibilities),
sebagaimana diatur dalam Prinsip ke-7 (tujuh).

19. Kami mengakui bahwa dalam melaksanakan Agenda Baru Perkotaan, perhatian
khusus harus diberikan dalam menyikapi tantangan pembangunan perkotaan yang unik
dan semakin berkembang yang dihadapi semua negara, khususnya negara-negara
berkembang, termasuk negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang,
dan negara-negara berkembang tanpa batas laut (landlock developing countries) dan
negara berkembang dengan ciri pulau-pulau kecil (small-island developing states),
serta tantangan-tantangan khusus yang dihadapi di negara berpendapatan menengah.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada negara-negara dalam situasi konflik,
serta negara-negara dan wilayah di bawah pendudukan asing, negara-negara pasca-
konflik, dan negara-negara yang terkena dampak bencana alam dan buatan manusia.
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20. Kami menyadari perlunya memberikan perhatian khusus untuk mengatasi berbagai
bentuk diskriminasi yang dihadapi, di antaranya oleh perempuan dan anak-anak
perempuan, anak-anak dan pemuda, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS,
penduduk lanjut usia, penduduk asli dan komunitas lokal, penghuni permukiman kumuh
dan informal, tunawisma, pekerja, petani dan nelayan kecil, pengungsi, pengungsi
yang kembali ke tempat asalnya, pengungsi internal, dan migran, terlepas dari status
migrasinya.

21. Kami mendesak pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,
beserta semua pemangku kepentingan terkait, sejalan dengan kebijakan dan peraturan
nasional, untuk merevitalisasi, memperkuat dan menciptakan kemitraan, meningkatkan
koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan secara efektif
serta mewujudkan visi bersama.

22. Kami mengadopsi Agenda Baru Perkotaan ini sebagai visi bersama dan komitmen
politik untuk mendorong dan mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan,
dan sebagai peluang bersejarah untuk meningkatkan peran kunci dari perkotaan dan
permukiman sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di dunia yang
semakin mengkota.
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Rencana Implementasi Quito Untuk Agenda Baru Perkotaan

23. Kami memutuskan untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan sebagai instrumen
kunci bagi pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta semua pemangku
kepentingan terkait untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan
Berkelanjutan

24. Agar dapat memanfaatkan potensi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
sepenuhnya, kami membuat komitmen-komitmen transformatif melalui pergeseran
paradigma perkotaan yang berlandaskan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan
yang terpadu dan tidak terpisahkan, yaitu: sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan

25. Kami menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk dan
dimensi, termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan tantangan global yang terbesar
dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga
mengakui bahwa kesenjangan yang semakin melebar dan keberadaan kemiskinan
multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kumuh
dan permukiman informal, dapat mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang,
dan bahwa penataan ruang, aksesibilitas, dan rancangan ruang kota, serta penyediaan
infrastruktur dan pelayanan dasar, bersama-sama dengan kebijakan pembangunan,
dapat mendorong atau menghambat kohesi sosial, kesetaraan, dan inklusi.

26. Kami berkomitmen untuk pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berorientasi
pada manusia, melindungi bumi, responsif gender dan usia, dan mewujudkan hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental, memfasilitasi kehidupan berdampingan,
mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan memberdayakan semua
individu dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi penuh dan bermakna.
Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mendorong kebudayaan dan penghormatan
terhadap keberagaman dan kesetaraan sebagai elemen-elemen kunci dalam
mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi.

27. Kami menegaskan kembali janji kami bahwa tidak seorang pun akan ditelantarkan,
dan berkomitmen untuk mendorong peluang dan manfaat urbanisasi yang sama,
sehingga memungkinkan semua penduduk, baik yang tinggal di permukiman formal
maupun informal, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan
bermanfaat serta memaksimalkan potensi manusia seutuhnya.



28. Kami berkomitmen untuk memastikan penghormatan sepenuhnya terhadap hak
asasi dan perlakuan yang manusiawi kepada para pengungsi, pengungsi internal dan
migran, terlepas dari status migrasinya, dan mendukung kota-kota tujuan migran
tersebut dalam semangat kerjasama internasional, dengan mempertimbangkan kondisi
nasional, dan mengakui bahwa, meskipun pergerakan sebagian besar penduduk ke
kota dapat menimbulkan berbagai tantangan, hal ini juga dapat memberikan kontribusi
sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan bagi kehidupan perkotaan. Selanjutnya,
kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara migrasi dan pembangunan
internasional di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan
memastikan migrasi yang aman, tertib, dan teratur melalui kebijakan migrasi yang
direncanakan dan dikelola dengan baik, dan untuk mendukung otoritas setempat dalam
menyusun kerangka kerja yang memungkinkan kontribusi positif dari para migran ke
kota dan memperkuat keterkaitan kota-desa.

29. Kami berkomitmen untuk memperkuat peran koordinasi dari pemerintah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota, dan kolaborasi dengan lembaga publik dan organisasi
non-pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar dan sosial untuk semua, termasuk
menumbuhkan investasi pada komunitas yang paling rentan terhadap bencana dan
krisis kemanusiaan yang berulang dan berkepanjangan. Lebih jauh, kami berkomitmen
untuk mendorong pelayanan, akomodasi, dan peluang yang memadai untuk pekerjaan
yang layak dan produktif bagi masyarakat terdampak krisis di daerah perkotaan, dan
untuk bekerja dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi
peluang dalam melibatkan dan merumuskan solusi lokal, berjangka panjang, dan
bermartabat, sekaligus memastikan bahwa bantuan juga mengalir kepada orang dan
masyarakat setempat yang terdampak untuk mencegah kemunduran pembangunan.

30. Kami mengakui perlunya pemerintah dan masyarakat sipil untuk tetap mendukung
pelayanan perkotaan yang berketahanan selama konflik bersenjata. Kami juga
mengakui bahwa diperlukan penegasan kembali penghormatan penuh terhadap hukum
kemanusiaan internasional.

31. Kami berkomitmen untuk mendorong kebijakan perumahan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota yang mendukung perwujudan progresif hak atas perumahan yang layak
bagi semua sebagai salah satu komponen dari hak atas standar hidup yang memadai,
yang mengatasi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, mencegah penggusuran
sewenang-wenang, dan memperhatikan kebutuhan para tunawisma, orang-orang
yang berada dalam situasi rentan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan
penyandang disabilitas, sekaligus mendorong partisipasi dan keterlibatan komunitas
dan pemangku kepentingan terkait, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
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tersebut termasuk mendukung proses sosial dalam produksi permukiman, sesuai
peraturan perundang-undangan dan standar nasional.

32. Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan kebijakan dan pendekatan
perumahan yang terpadu dan responsif gender dan usia di semua sektor, khususnya
di lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keterpaduan sektor sosial, di
semua tingkat pemerintah, yang memasukkan penyediaan perumahan yang layak
huni, terjangkau, mudah diakses, efisien dalam penggunaan sumber daya, aman,
berketahanan, terhubung dan terletak di lokasi yang baik, dengan perhatian khusus
pada faktor kedekatan dan penguatan hubungan spasial dengan pola dan struktur kota
(urban fabric) dan kawasan fungsional di sekitarnya.

33. Kami berkomitmen untuk menstimulasi ketersediaan berbagai pilihan perumahan
layak huni yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok
pendapatan masyarakat, dengan mempertimbangkan keterpaduan sosial ekonomi
dan budaya dari masyarakat yang terpinggirkan, tunawisma, dan mereka yang berada
dalam situasi rentan, serta mencegah terjadinya segregasi. Kami akan mengambil
langkah-langkah positif untuk meningkatkan kondisi hidup para tunawisma dengan
memfasilitasi partisipasi utuh mereka di tengah masyarakat dan untuk mencegah dan
menghapus masalah ketunawismaan, serta melawan dan menghapus kriminalisasi
terhadap ketunawismaan.

34. Kami berkomitmen untuk mendorong akses yang adil dan terjangkau terhadap
infrastruktur fisik dan sosial dasar yang berkelanjutan untuk semua, tanpa diskriminasi,
termasuk lahan siap bangun yang terjangkau, perumahan, energi baru dan terbarukan,
air minum dan sanitasi yang aman, bahan pangan yang aman, bergizi dan mencukupi,
pembuangan limbah, mobilitas yang berkelanjutan, pelayanan kesehatan dan keluarga
berencana, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi komunikasi dan informasi. Lebih
jauh, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan-pelayanan ini responsif
terhadap hak-hak dan kebutuhan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut
usia dan penyandang disabilitas, migran, penduduk asli dan masyarakat lokal, dan
masyarakat lainnya yang berada dalam situasi rentan. Dalam hal ini, kami mendorong
penghapusan kendala hukum, kelembagaan, sosial-ekonomi, dan fisik.

35. Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan kepastian hak bermukim,
pada tingkatan pemerintahan yang sesuai, termasuk pemerintah di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, mengakui keberagaman kepastian hak bermukim, dan
mengembangkan solusi tepat guna, responsif gender, usia, dan lingkungan hidup dalam
satu kesatuan dengan hak atas tanah dan properti, dengan perhatian khusus terhadap



kepastian hak atas lahan bagi para perempuan sebagai kunci untuk pemberdayaan
mereka, termasuk melalui sistem administrasi pertanahan yang efexktif.

36. Kami berkomitmen untuk mendorong tindakan yang sesuai di perkotaan dan
permukiman yang dapat memfasilitasi akses untuk penyandang disabilitas, atas dasar
kesetaraan, untuk lingkungan fisik perkotaan, khususnya ruang publik, transportasi
publik, perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, informasi dan komunikasi
publik, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi serta fasilitas dan jasa
layanan yang terbuka atau disediakan untuk publik, baik di kawasan perkotaan dan
pedesaan.

37. Kami berkomitmen untuk mendorong ruang publik yang aman, inklusif, mudah
diakses, hijau dan berkualitas termasuk jalan, trotoar, jalur sepeda, alun-alun, kawasan
tepi air, kebun dan taman yang multifungsi bagi interaksi dan inklusi sosial, kesehatan
dan kesejahteraan, transaksi ekonomi, serta ekspresi dan dialog kebudayaan di
antara keberagaman penduduk dan budaya, dan yang dirancang dan dikelola untuk
memastikan pembangunan manusia, untuk menciptakan masyarakat yang damai,
inklusif, dan partisipatif, dan untuk mendorong kehidupan berdampingan, saling
terhubung, dan inklusi sosial.

38. Kami berkomitmen untuk mendayagunakan warisan alam dan budaya secara
berkelanjutan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (fangible and intangible),
di perkotaan dan permukiman, melalui kebijakan kota dan kewilayahan yang terpadu
dan investasi yang memadai di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota,
untuk melestarikan dan mempromosikan infrastruktur dan situs-situs kebudayaan,
museum, budaya dan bahasa asli, serta pengetahuan dan seni tradisional, dengan
menyoroti pentingnya peran warisan-warisan budaya tersebut dalam merehabilitasi
dan merevitalisasi kawasan perkotaan, dan dalam memperkuat partisipasi sosial dan
implementasi nilai-nilai kewarganegaraan.

39. Kami berkomitmen untuk mempromosikan lingkungan yang menjamin keselamatan,
sehat, inklusif, dan aman di perkotaan dan permukiman, yang memungkinkan setiap
penduduk untuk hidup, bekerja, dan berpartisipasi di kehidupan perkotaan tanpa
khawatir akan kekerasan dan intimidasi, dengan memperhatikan bahwa perempuan
dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, terutama orang-orang dalam
situasi rentan seringkali terkena dampaknya. Kami juga akan bekerja dalam mengakhiri
praktik-praktik berbahaya bagi perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk
pernikahan anak-anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta sunat perempuan
(female genital mutilation).

p-g
(=}
@
=1
(=%
B9
o
2
=
=
o
@
=
=
(=]
=
Qo
o
=1



Agenda Baru Perkotaan

40. Kami berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan permukiman,
untuk memperkuat kohesi sosial, dialog dan pemahaman antar budaya, toleransi,
saling menghormati, kesetaraan gender, inovasi, kewirausahaan, inklusi, identitas dan
keselamatan, dan martabat semua orang, serta untuk mendorong kelayakhunian dan
ekonomi perkotaan yang dinamis. Kami juga berkomitmen mengambil langkah-langkah
untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga lokal mendorong keberagaman dan
perdamaian dalam hidup bermasyarakat yang semakin heterogen dan multikultur.

41, Kami berkomitmen mendorong mekanisme kelembagaan, politik, hukum, dan
pembiayaan di perkotaan dan permukiman untuk memperluas platform yang inklusif
dan sejalan dengan kebijakan nasional yang memperkenankan partisipasi dalam
proses pengambilan keputusan, perencanaan dan tindak lanjut, serta meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyediaan dan produksi bersama.

42. Kami mendukung pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam
memenuhi peran kunci mereka untuk memperkuat interaksi di antara para pemangku
kepentingan terkait, yang memberikan peluang berdialog, termasuk melalui pendekatan
responsif gender dan usia, dengan perhatian khusus terhadap potensi kontribusi dari
seluruh kelompok masyarakat, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda,
penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal,
pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka,
tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi.

Kemakmuran dan Peluang Perkotaan yang Berkelanjutan dan Inklusif
Untuk Semua

43. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, inklusif
dan berkelanjutan, dengan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang
layak untuk semua, merupakan elemen kunci dari pembangunan kota dan kewilayahan
yang berkelanjutan, dan bahwa perkotaan dan permukiman seharusnya menjadi tempat
yang memberikan peluang yang setara sehingga memungkinkan masyarakat untuk
hidup sehat, produktif, makmur dan terpenuhi kehidupannya.

44, Kami mengakui bahwa bentuk kota (urban form), infrastruktur, dan rancangan
bangunan adalah salah satu pendorong utama efisiensi biaya dan sumber daya,
melalui manfaat dari skala dan aglomerasi ekonomi, mendorong efisiensi energi, energi
terbarukan, ketahanan, produktivitas, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan
pertumbuhan ekonomi Kota yang berkelanjutan.

45, Kami berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi perkotaan yang dinamis,
berkelanjutan dan inklusif, berdasarkan potensi lokal, keunggulan kompetitif, warisan
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budaya dan sumber daya lokal, serta dengan infrastruktur yang efisien sumber daya dan
berketahanan, mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif, dan
pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang
mendukung bagi perkembangan bisnis dan inovasi, serta penghidupan masyarakat.

46. Kami berkomitmen untuk mendorong peran perumahan yang terjangkau dan
berkelanjutan serta pembiayaan perumahan, termasuk penciptaan permukiman
sosial, dalam pembangunan ekonomi, dan kontribusi sektor ini dalam menstimulasi
produktivitas di sektor ekonomilainnya, yang mengakui bahwa perumahan meningkatkan
pembentukan modal, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan tabungan,
serta berkontribusi untuk menggerakkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

47. Kami  berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk
memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk
mendukung pembangunan ekonomi lokal, mendorong terciptanya keterpaduan, kerja
sama, koordinasi, dan dialog antar tingkat pemerintahan dan bidang fungsional dan
pemangku kepentingan terkait.

48. Kami mendorong partisipasi yang efektif dan kolaborasi antar semua pemangku
kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat
sipil, organisasi perempuan dan pemuda, serta mereka yang mewakili penyandang
disabilitas, penduduk asli, profesional, lembaga akademik, serikat pekerja, asosiasi
pengusaha, asosiasi migran, dan asosiasi kebudayaan, guna memastikan peluang-
peluang untuk pembangunan ekonomi perkotaan serta untuk mengidentifikasi dan
mengatasi tantangan saat ini dan tantangan yang semakin berkembang.

49, Kami berkomitmen untuk mendukung sistem kewilayahan yang memadukan
fungsi-fungsi perkotaan dan perdesaan ke dalam kerangka tata ruang nasional dan
provinsi dan sistem-sistem perkotaan dan permukiman, mendorong pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan lahan berkelanjutan, memastikan rantai nilai dan
pasokan yang dapat diandalkan yang menghubungkan penyediaan dan permintaan
di kawasan perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pembangunan wilayah yang
merata dalam konteks kontinum desa-kota dan mengurangi kesenjangan sosial,
ekonomi, dan kewilayahan.

50. Kami berkomitmen untuk mendorong interaksi dan hubungan kota-desa dengan
memperkuat  transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan, dan juga jaringan
dan infrastruktur teknologi dan komunikasi, didukung oleh instrumen perencanaan
berlandaskan pendekatan kota dan kewilayahan yang terpadu, untuk memaksimalkan
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potensinya dalam meningkatkan produktivitas, kohesi sosial, ekonomi, dan wilayah,
serta keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini harus mencakup
hubungan antara kota dan daerah sekitarnya, daerah pinggir kota dan perdesaan, serta
keterkaitan yang lebih besar antara daratan dan perairan.

51. Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan kerangka ruang perkotaan,
termasuk instrumen perencanaan dan perancangan kota yang mendukung pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, kepadatan dan
kekompakan (compactness) yang tepat, polisentrisme dan guna lahan campuran,
melalui strategi pengisian lahan-lahan kosong atau perluasan kawasan perkotaan secara
terencana untuk memicu skala ekonomi dan aglomerasi, memperkuat perencanaan
sistem pangan, meningkatkan efisiensi sumber daya, ketahanan perkotaan, dan
keberlanjutan lingkungan hidup.

52. Kami mendorong strategi penataan ruang yang mempertimbangkan, kebutuhan
untuk memandu perluasan perkotaan dengan memprioritaskan peremajaan kota
melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang mudah diakses dan terhubung
baik, kepadatan penduduk berkelanjutan, dan desain yang kompak dan keterpaduan
lingkungan permukiman baru dalam pola dan struktur kota (urban fabric), yang mencegah
pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali (urban sprawl) dan marginalisasi.

53. Kami berkomitmen untuk mendorong terwujudnya ruang publik yang aman,
inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas sebagai penggerak pembangunan sosial
dan ekonomi, guna meningkatkan potensinya secara berkelanjutan untuk menghasilkan
peningkatan nilai sosial dan ekonomi, termasuk nilai properti, dan untuk memfasilitasi
bisnis, investasi publik dan swasta, serta peluang penghidupan bagi semua.

54. Kami berkomitmen untuk menghasilkan dan menggunakan energi terbarukan
dan terjangkau, serta infrastruktur dan pelayanan transportasi yang berkelanjutan
dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mendapat manfaat dari keterhubungan,
pengurangan biaya materiil, lingkungan hidup, dan kesehatan publik akibat dari mobilitas
yang tidak efisien, kemacetan, polusi udara, efek panas perkotaan, serta kebisingan.
Kami juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan energi
dan transportasi semua orang, terutama bagi penduduk miskin dan mereka yang
tinggal di permukiman informal. Kami juga mencatat bahwa pengurangan biaya energi
terbarukan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi biaya penyediaan energi
bagi perkotaan dan permukiman.

55. Kami berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mendorong
akses pelayanan publik yang memadai, inklusif, dan berkualitas, lingkungan yang bersih
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dengan memperhatikan standar kualitas udara antara lain yang dibuat oleh World
Health Organization, serta infrastruktur dan fasilitas sosial, seperti pelayanan kesehatan,
termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk
mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan.

56. Kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penyiapan
tenaga kerja dengan akses terhadap peluang mendapatkan penghasilan, pengetahuan,
keterampilan dan fasilitas pendidikan, yang berkontribusi terhadap perekonomian kota
yang inovatif dan kompetitif. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas
ekonomi dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan
yang layak dan peluang penghidupan di perkotaan dan permukiman.

57. Kami berkomitmen untuk mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif,
pekerjaan yang layak untuk semua dan peluang penghidupan di perkotaan dan
permukiman, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan potensi perempuan,
pemuda, penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, pengungsi dan
pengungsi internal, serta migran, terutama bagi penduduk yang paling miskin dan
orang-orang dalam situasi rentan, dan untuk mendorong akses yang tidak diskriminatif
terhadap peluang mendapatkan penghasilan secara legal.

58. Kami berkomitmen untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, adil, dan
bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan
kemakmuran bersama, mendorong investasi, inovasi, dan kewirausahaan. Kami juga
berkomitmen untuk menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas
bisnis lokal dengan dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi
di seluruh rantai nilai, khususnya bisnis dan usaha di bidang sosial dan ekonomi gotong
royong, baik ekonomi formal maupun informal.

59. Kami berkomitmen untuk mengakui kontribusi penduduk miskin yang bekerja di
ekonomi informal, khususnya perempuan, termasuk pekerja tidak dibayar, pekerja rumah
tangga, dan pekerja migran, terhadap perekonomian kota, dengan mempertimbangkan
kondisi nasional. Penghidupan, kondisi kerja dan jaminan pendapatan, perlindungan
hukum dan sosial, akses terhadap keahlian, aset dan layanan pendukung lainnya, serta
suara dan keterwakilan mereka harus ditingkatkan. Transisi pekerja yang progresif
dan unit usaha menuju ekonomi formal akan dikembangkan dengan mengadopsi
pendekatan yang seimbang, menggabungkan insentif dan tindakan kepatuhan,
bersamaan dengan upaya melestarikan dan meningkatkan kondisi kehidupan saat
ini. Kami akan mempertimbangkan kondisi nasional, peraturan perundang-undangan,
kebijakan, praktik, dan prioritas yang spesifik untuk mewujudkan transisi ke ekonomi
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formal.

60. Kami berkomitmen untuk mempertahankan dan mendukung perekonomian
kota agar secara progresif beralih menuju produktivitas yang lebih tinggi melalui
sektor-sektor bernilai tambah tinggi, dengan mendorong diversifikasi, peningkatan
kapasitas teknologi, penelitian dan inovasi, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan
yang berkualitas, layak, dan produktif, serta mendorong industri budaya dan kreatif,
pariwisata berkelanjutan, seni pertunjukan, dan kegiatan pelestarian warisan budaya.

61. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan bonus demografi perkotaan, dan
mendorong akses pendidikan, pengembangan keahlian, dan lapangan pekerjaan bagi
pemuda untuk mencapai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama di
perkotaan dan permukiman. Anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-
laki muda, merupakan agen-agen perubahan yang utama dalam menciptakan masa
depan yang lebih baik dan bila diberdayakan, mereka memiliki potensi besar untuk
melakukan advokasi atas nama dirinya sendiri dan komunitasnya. Memastikan peluang
yang lebih banyak dan lebih baik lagi bagi mereka untuk berpartisipasi akan penting
dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan.

62. Kami berkomitmen untuk mengatasi implikasi sosial, ekonomi, dan ruang dari
penduduk yang menua, serta memanfaatkan faktor penuaan sebagai peluang untuk
penciptaan lapangan pekerjaan baru yang layak dan berkelanjutan, pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup
penduduk perkotaan.

Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Kota yang
Berketahanan

63. Kami menyadari bahwa perkotaan dan permukiman menghadapi ancaman-
ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pola konsumsi dan produksi
yang tidak berkelanjutan, hilangnya keanekaragaman hayati, tekanan pada ekosistem,
polusi, bencana alam dan buatan manusia, serta perubahan iklim dan dampak yang
ditimbulkannya, yang dapat menghambat upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam
segala bentuk dan dimensinya dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Mengingat kecenderungan demografi perkotaan dan peran pentingnya dalam ekonomi
global, upaya mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim, dan dalam pemanfaatan
sumber daya dan ekosistem, maka langkah-langkah kota direncanakan, dibiayai,
dikembangkan, dibangun, diatur dan dikelola, memiliki dampak langsung terhadap
keberlanjutan dan ketahanan wilayah yang melampaui batas kota.
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64. Kami juga mengakui bahwa pusat-pusat perkotaan di seluruh dunia, terutama di
negara-negara berkembang, memiliki karakter yang membuat kota dan penghuninya
rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam serta bencana
buatan manusia lainnya di antaranya gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, penurunan
permukaan, badai, termasuk badai debu dan badai pasir, gelombang panas, kelangkaan
air, kekeringan, polusi air dan udara, ancaman penyakit menular, dan kenaikan
permukaan laut khususnya yang mempengaruhi wilayah pesisir, daerah delta, dan
negara berkembang dengan ciri pulau-pulau kecil (small island developing states).

65. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan di perkotaan dan permukiman dengan cara yang melindungi dan
memperbaiki ekosistem dan jasa lingkungan hidup perkotaan, mengurangi emisi gas
rumah kaca dan polusi udara, serta mendorong pengurangan dan manajemen risiko
bencana. Hal tersebut dilakukan dengan dukungan pengembangan strategi pengurangan
risiko bencana dan penilaian berkala risiko bencana yang disebabkan oleh bencana
alam dan buatan manusia, termasuk standar tingkatan risiko, bersamaan dengan upaya
mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan dan
kualitas hidup semua orang, melalui perencanaan kota dan kewilayahan, infrastruktur,
dan pelayanan dasar yang ramah lingkungan.

66. Kami berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan kota cerdas, yang memanfaatkan
peluang digitalisasi, energi dan teknologi bersih, serta teknologi transportasi yang
inovatif, sehingga memberikan pilihan bagi penduduk untuk membuat keputusan yang
ramah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta
memungkinkan kota-kota untuk meningkatkan pelayanannya.

67. Kami berkomitmen untuk mendorong penciptaan dan pemeliharaan jaringan yang
terhubung dan terdistribusi dengan baik dari ruang publik yang terbuka, multifungsi,
aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas untuk meningkatkan ketahanan
kota terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk pengurangan risiko banjir
dan kekeringan, dan gelombang panas, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi,
kesehatan fisik dan mental, kualitas udara rumah tangga dan lingkungan, mengurangi
kebisingan dan mendorong terwujudnya perkotaan, permukiman dan lansekap kota
yang menarik dan layak huni, juga memprioritaskan perlindungan spesies endemik.

68. Kami berkomitmen untuk memberikan pertimbangan khusus terhadap perkotaan
di kawasan delta, daerah pesisir, dan kawasan rawan kerusakan lingkungan lainnya,
menyoroti pentingnya kawasan tersebut sebagai penyedia sumber daya yang signifikan
bagi ekosistem untuk kepentingan transportasi, ketahanan pangan, kesejahteraan
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ekonomi, jasa ekosistem. Kami berkomitmen untuk memadukan langkah-langkah yang
tepat untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan kota dan kewilayahan yang
terpadu.

69. Kami berkomitmen untuk melestarikan dan mendorong fungsi ekologis dan sosial
lahan, termasuk wilayah pesisir, yang mendukung perkotaan dan permukiman, dan
mendorong solusi berbasis ekosistem untuk menjamin pola konsumsi dan produksi
yang berkelanjutan, sehingga tidak melampaui kemampuan regenerasi ekosistem.
Kami juga berkomitmen untuk mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan,
menggabungkan perluasan perkotaan dengan kekompakan (compactness) dan
kepadatan yang sesuai untuk mencegah dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan
yang tidak terkendali (urban sprawl) maupun alih fungsi lahan yang tidak diperlukan
serta hilangnya lahan produktif maupun ekosistem yang rawan dan penting.

70. Kami berkomitmen mendukung penyediaan barang dan pelayanan dasar di
tingkat lokal, memanfaatkan kedekatan sumber daya dengan menyadari adanya
ketergantungan pada sumber daya energi, air, makanan, dan material yang terletak
jauh dari kota, yang akan menimbulkan tantangan berkelanjutan, termasuk rentannya
pasokan layanan, serta penyediaan sumber daya secara lokal dapat meningkatkan
akses penduduk setempat ke sumber daya.

71, Kamiberkomitmen untuk memperkuat pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,
termasuk tanah, air (samudera, lautan dan air tawar), energi, material, hutan dan
pangan, dengan perhatian khusus terhadap pengelolaan yang ramah lingkungan dan
meminimalisasi semua jenis limbah, bahan kimia berbahaya, termasuk zat-zat yang
mencemari udara dan polutan iklim berumur pendek, gas rumah kaca, dan polusi
suara — yang mempertimbangkan keterkaitan kota-desa, rantai nilai dan persediaan
yang fungsional terkait dampak lingkungan hidup dan keberlanjutannya, dan bertransisi
menuju ekonomi sirkuler, sekaligus memfasilitasi konservasi, regenerasi, restorasi dan
ketahanan ekosistem di tengah tantangan baru yang semakin berkembang.

72. Kami berkomitmen terhadap proses perencanaan kota dan kewilayahan jangka
panjang serta pembangunan tata ruang yang memasukkan perencanaan dan
pengelolaan sumber daya air yang terpadu, dengan memperhatikan kontinum desa-
kota pada skala lokal dan kewilayahan, termasuk partisipasi pemangku kepentingan
yang terkait dan masyarakat.

73. Kami berkomitmen untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan air secara
berkelanjutan dengan merehabilitasi sumber daya air di dalam daerah perkotaan,
pinggiran kota, dan pedesaan, mengurangi dan mengelola air limbah, meminimalkan
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kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat
penyimpanan, penampungan air, dan pengisian ulang air, dengan mempertimbangkan
siklus air.

74. Kami berkomitmen untuk mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
dan mengurangi volume sampah secara signifikan dengan mengurangi, menggunakan
kembali, dan mendaur ulang sampah, mengurangi penimbunan sampah, dan mengubah
sampah menjadi energi apabila sampah tidak dapat didaur ulang atau jika pilihan
ini memberikan dampak paling baik terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, kami
berkomitmen untuk mengurangi pencemaran laut melalui peningkatan pengelolaan
sampah dan air limbah di wilayah pesisir.

75. Kami berkomitmen untuk mendorong pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota untuk membangun energi yang berkelanjutan, terbarukan, dan terjangkau,
bangunan dan konstruksi yang efisien dalam penggunaan energinya, dan untuk
mendorong konservasi dan efisiensi energi, yang menjadi hal penting dalam upaya
pengurangan emisi gas rumah kaca dan karbon hitam, memastikan pola konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan, dan membantu menciptakan pekerjaan baru yang layak,
meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangi biaya penyediaan energi.

76. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan
dan untuk fokus pada efisiensi bahan baku dan bahan konstruksi seperti beton,
logam, kayu, mineral, dan tanah, membangun fasilitas pemilahan dan pendaurulangan
sampah yang aman, dan mendorong pembangunan gedung yang berkelanjutan dan
berketahanan, yang memprioritaskan penggunaan material lokal, tidak beracun, dan
hasil daur ulang serta cat dan lapisan bebas timbal.

77. Kami berkomitmen untuk memperkuat ketahanan perkotaan dan permukiman,
termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang
berkualitas, dengan mengadopsi dan menerapkan rencana dan kebijakan yang
terpadu dan responsif gender dan usia, serta pendekatan berbasis ekosistem yang
sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction periode 2015-2030,
mengarusutamakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana yang holistik dan
sesuai dengan data di semua tingkatan, mengurangi kerentanan dan risiko, terutama
di permukiman formal dan informal yang berada di kawasan rentan, termasuk daerah
kumuh, mendorong rumah tangga, masyarakat, lembaga dan dinas setempat untuk
mempersiapkan, menanggapi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari dampak
bencana, termasuk perasaan terpukul dan tekanan laten. Kami akan mendorong
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Agenda Baru Perkotaan

pembangunan infrastruktur yang berketahanan, efisien dalam penggunaan sumber
daya, dan yang akan mengurangi risiko dan dampak bencana, termasuk rehabilitasi dan
perbaikan permukiman kumuh dan permukiman informal. Kami juga akan mendorong
tindakan-tindakan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas perumahan yang
berisiko, termasuk di permukiman kumuh dan permukiman informal agar berketahanan
terhadap bencana melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan para pemangku
kepentingan.

78. Kami berkomitmen untuk mengubah pendekatan, dari pendekatan yang reaktif
menjadi pendekatan proaktif yang berbasis risiko, bencana, dan masyarakat, seperti
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, dan mendorong
prakiraan investasi untuk mengurangi risiko dan membangun ketahanan, sekaligus
memastikan respon lokal yang efektif dan tepat waktu, untuk memenuhi kebutuhan
mendesak para penduduk yang terkena dampak bencana alam dan buatan manusia
dan konflik. Upaya ini harus memasukkan prinsip-prinsip “membangun kembali dengan
lebih baik” ke dalam proses pemulihan pasca-bencana untuk menyelaraskan upaya
pembangunan gedung, lingkungan hidup, dan tata ruang yang berketahanan, serta
pelajaran dari bencana masa lalu dan risiko-risiko baru dalam perencanaan ke depan.

79. Kami berkomitmen untuk mendorong aksi iklim di tingkat internasional, nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan
untuk mendukung upaya perkotaan dan permukiman, penduduknya serta semua
pemangku kepentingan lokal untuk menjadi aktor pelaksana yang penting. Selanjutnya,
kami berkomitmen untuk membangun ketahanan dan mengurangi emisi gas rumah kaca
dari semua sektor terkait. Langkah-langkah tersebut harus konsisten dengan tujuan
dari Paris Agreement yang diadopsi di bawah United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), termasuk mengendalikan peningkatan rata-rata suhu global
di bawah 2°C dari periode pra industri, dan mengupayakan untuk membatasi kenaikan
suhu hingga 1,5°C dari periode pra industri.

80. Kami berkomitmen untuk mendukung proses perencanaan upaya adaptasi jangka
menengah dan jangka panjang, serta analisis dampak dan kerentanan iklim di tingkat
kota, untuk memberitahukan mengenai rencana, kebijakan, program, dan aksi adaptasi
yang membangun ketahanan penduduk perkotaan, termasuk melalui penggunaan
pendekatan adaptasi berbasis ekosistem.

Implementasi yang Efektif
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Agenda Baru Perkotaan

81. Kami menyadari bahwa realisasi dari komitmen transformatif yang ditetapkan
dalam Agenda Baru Perkotaan akan memerlukan kerangka kebijakan yang memadai di
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang terpadu dengan perencanaan dan
pengelolaan yang partisipatif dalam pembangunan tata ruang perkotaan, dan langkah-
langkah implementasi yang efektif, yang dilengkapi dengan kerja sama internasional
serta upaya pengembangan kapasitas, termasuk berbagi pola praktik yang terbaik (best
practice), kebijakan, dan program terbaik di antara semua tingkatan pemerintah.

82. Kami mengundang organisasi dan badan internasional dan regional, termasuk
organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian multilateral, mitra
pembangunan, lembaga keuangan internasional dan multilateral, bank pembangunan
daerah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk meningkatkan
koordinasi dalam program dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk
menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan,
yang mengarusutamakan implementasi Agenda Baru Perkotaan.

83. Dalam hal ini, kami menekankan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan
koherensi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan, dalam kerangka implementasi dan pelaporan perencanaan strategis
yang menyeluruh, sebagaimana ditekankan pada pasal 88 dalam the 2030 Agenda for
Sustainable Developmeny).

84. Kami sangat mendesak negara-negara untuk menahan diri dari upaya untuk
menyebarkan dan menerapkan kebijakan unilateral di bidang ekonomi, keuangan, atau
perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang dapat menghambat keutuhan pencapaian pembangunan ekonomi
dan sosial, terutama di negara-negara berkembang.

Membangun Struktur Tata Kelola Perkotaan: Mmenciptakan Kerangka
Pendukung

85. Kami mengakui prinsip dan strategi yang terkandung dalam International Guidelines
on Decentralization and Strengthening of Local Authorities dan International Guidelines
on Access to Basic Services for All, yang diadopsi oleh Dewan Pelaksana UN-Habitat
dalam resolusi 21/3 pada 20 April 2007 dan resolusi 22/8 pada 3 April 2009'6,

86. Kami akan mengaitkan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan yang efektif
dalam kebijakan perkotaan yang inklusif, implementatif dan partisipatif, untuk
mengarusutamakan pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan sebagai
bagian dari rencana dan strategi pembangunan yang terpadu, yang didukung oleh

'8 Lihat Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 8 (A/62/8), annex |.
"6 |bid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 8(A/64/8), annex .
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kelembagaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta kerangka regulasi, yang
memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki akses yang baik terhadap mekanisme
finansial yang transparan dan akuntabel.

87. Kami akan mendorong koordinasi dan kerja sama yang lebih kuat antar pemerintah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk melalui mekanisme konsultasi
multilevel dan menjelaskan dengan jelas kemampuan, sarana, dan sumber daya untuk
setiap tingkatan pemerintah.

88. Kami akan memastikan koherensi antara tujuan dan langkah-langkah terkait
kebijakan sektoral, antara lain, kebijakan di bidang pembangunan perdesaan,
penggunaan lahan, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam,
penyediaan pelayanan publik, air dan sanitasi, kesehatan, lingkungan, energi,
perumahan, dan mobilitas, pada tingkat dan skala administrasi politik yang berbeda,
lintas batas administrasi dan mempertimbangkan kawasan fungsional yang sesuai,
dalam rangka memperkuat pendekatan terpadu terhadap urbanisasi dan menerapkan
strategi perencanaan kota dan kewilayahan yang terpadu yang termasuk di dalamnya.

89. Kami akan mengambil langkah untuk menyusun kerangka hukum dan kebijakan,
berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk mendorong
pemerintah dalam menerapkan kebijakan perkotaan nasional secara efektif, dan untuk
memberdayakan pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan pengambil keputusan,
yang memastikan desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi berdasarkan prinsip
pemberian kewenangan kepada unit yang lebih rendah (principle of subsidiarity).

90. Kami, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, akan mendukung
penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan tata
kelola multilevel di tingkat lokal dan metropolitan yang efektif, lintas batas administrasi,
dan berdasarkan pada wilayah fungsional, memastikan keterlibatan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan, berupaya untuk menyediakan
wewenang dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola permasalahan kritis
di perkotaan, metropolitan, dan kewilayahan. Kami akan mendorong tata kelola
metropolitan yang inklusif dan mencakup kerangka hukum dan mekanisme pembiayaan
yang dapat diandalkan, termasuk pengelolaan berkelanjutan atas utang. Kami akan
mengambil langkah-langkah untuk mendukung partisipasi perempuan yang penuh dan
efektif serta hak yang setara di semua bidang dan dalam kepemimpinan di semua
tingkat pengambilan keputusan, termasuk di pemerintah daerah.

91. Kami akan mendukung pemerintah daerah dalam menentukan struktur administrasi
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dan manajemennya sendiri, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional
dan kebijakan, dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami
akan mendorong kerangka regulasi yang sesuai serta mendukung pemerintah
daerah dalam bermitra dengan komunitas, masyarakat, dan sektor swasta untuk
mengembangkan dan mengelola pelayanan dan infrastruktur dasar, memastikan
bahwa kepentingan umum dilindungi dan tujuan yang singkat, tanggung jawab, dan
mekanisme akuntabilitas didefinisikan dengan jelas.

92. Kami akan mendorong pendekatan partisipatif yang responsif gender dan usia
dalam semua tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan kota
dan kewilayahan, dari tahap konseptualisasi hingga perancangan, penganggaran,
pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan ulang, berdasarkan pada bentuk-bentuk baru
dari kemitraan langsung antara pemerintah di semua tingkatan dengan masyarakat,
termasuk melalui mekanisme dan platform permanen yang luas dan memiliki sumber
daya yang mencukupi untuk membentuk kerja sama dan konsultasi yang terbuka untuk
semua, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta data yang
mudah diakses.

Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Perkotaan

93. Kami mengakui prinsip dan strategi untuk perencanaan kota dan kewilayahan
yang terkandung dalam International Guidelines on Urban and Territorial Planning, yang
disetujui oleh Dewan Pelaksana UN-Habitat dalam resolusi 25/6 pada 23 April 20157,

94. Kami akan melaksanakan perencanaan terpadu vyang bertujuan untuk
menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan hasil yang diinginkan dalam
jangka panjang dari kegiatan ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas,
dan lingkungan yang berkelanjutan. Kami juga akan berusaha untuk menyusun rencana
yang fleksibel dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan
ekonomi dari waktu ke waktu. Kami akan melaksanakan dan mengevaluasi rencana-
rencana ini secara sistematis, sekaligus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam
teknologi dan untuk menghasilkan lingkungan kehidupan yang lebih baik.

95. Kami akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan
kewilayahan yang terpadu, polisentrik, dan seimbang, perwujudan kerja sama dan
gotong royong di tengah perbedaan skala perkotaan dan permukiman, penguatan
peran kota kecil dan sedang dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan dan gizi,
penyediaan akses terhadap perumahan, infrastruktur, dan pelayanan yang berkelanjutan,
terjangkau, layak, berketahanan, dan aman, serta memfasilitasi hubungan perdagangan

" Ipid., Seventieth Session, Supplement No. 8 (A/70/8), annex.
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yang efektif didalam kontinum kota-desa, memastikan bahwa petani dan nelayan
yang berskala kecil terhubung dengan rantai nilai dan pasar di tingkat kabupaten/
kota, provinsi, nasional, regional, dan global. Kami juga akan mendukung kegiatan
pertanian perkotaan (urban agriculture and farming) serta konsumsi dan produksi yang
bertanggung jawab, lokal, dan berkelanjutan, dan interaksi sosial melalui dukungan
terhadap jaringan yang mudah diakses dan memadai bagi pasar dan perdagangan lokal
sebagai pilihan untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan ketahanan pangan.

96. Kami akan mendorong terlaksananya perencanaan kota dan kewilayahan yang
berkelanjutan, termasuk rencana kota-regional dan metropolitan, untuk mendorong
sinergi dan interaksi di antara kawasan perkotaan dengan berbagai ukuran serta daerah
pinggiran kota dan perdesaan sekitarnya, termasuk kawasan lintas perbatasan, dan
kami akan mendukung proyek pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan
yang menstimulasi produktivitas ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan
wilayah yang adil di dalam kontinum kota-desa. Dalam hal ini, kami akan mendorong
kemitraan kota-desa dan mekanisme kerja sama antar-pemerintah kota berdasarkan
wilayah fungsional dan kawasan perkotaan sebagai instrumen efektif untuk menjalankan
tugas administratif kota dan metropolitan, memberikan pelayanan publik dan mendorong
pembangunan lokal maupun wilayah.

97. Kami akan mendorong perluasan kawasan perkotaan dan pendayagunaan
lahan secara terencana, dengan memprioritaskan peremajaan (renewa), regenerasi
(regeneration), dan peningkatan kualitas (refrofitting) kawasan perkotaan, termasuk
peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman informal, menyediakan
bangunan dan ruang publik yang berkualitas, mendorong pendekatan terpadu dan
partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dan masyarakat,
serta menghindari segregasi dan gentrifikasi spasial dan sosial-ekonomi, sekaligus
turut melestarikan warisan budaya dan mencegah dan mengendalikan perkembangan
kota (urban spraw).

98. Kami akan mendorong perencanaan kota dan kewilayahan yang terpadu, termasuk
perluasan kawasan perkotaan yang terencana berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan,
efisiensi dan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, kekompakan
(compactness), polisentrisme, kepadatan dan konektivitas yang sesuai, pemanfaatan
ruang yang multifungsi, serta penggunaan campuran (sosial dan ekonomi) di wilayah
terbangun, untuk mencegah pembangunan kota yang tidak dapat dikendalikan (urban
sprawl), untuk mengurangi hambatan dan kebutuhan dalam bermobilisasi dan biaya
pelayanan per kapita, dan untuk memanfaatkan kepadatan serta ekonomi skala dan
aglomerasi.
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99. Kami akan mendukung terlaksananya strategi perencanaan perkotaan, yang
memfasilitasi keberagaman sosial melalui penyediaan pilihan perumahan yang
terjangkau dengan akses terhadap pelayanan dasar dan ruang publik yang berkualitas
untuk semua, peningkatan keselamatan dan keamanan, mendorong interaksi sosial
dan lintas generasi serta penghargaan terhadap keberagaman. Kami akan mengambil
langkah untuk menyediakan pelatinan dan dukungan yang tepat bagi para pelayan publik
profesional dan masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak kekerasan di
perkotaan.

100. Kami akan mendukung penyediaan jaringan jalan dan ruang publik yang dirancang
dengan baik, yang aman, inklusif bagi semua penduduk, mudah diakses, hijau, dan
berkualitas, bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual
dan kekerasan berbasis gender, dengan mempertimbangkan skala dan ukuran manusia
yang memberikan peluang terbaik untuk kegiatan komersil di lantai yang sejajar
dengan jalan, membina pasar dan kegiatan perdagangan lokal baik formal maupun
informal, serta inisiatif masyarakat nirlaba, membawa masyarakat ke ruang publik,
mendorong kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda untuk meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan.

101. Kami akan memadukan aspek-aspek dan langkah-langkah pengurangan
risiko bencana serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam proses
perencanaan dan pembangunan kota dan kewilayahan yang responsif gender dan
usia, termasuk emisi gas rumah kaca, rancangan kawasan, bangunan, dan konstruksi
pelayanan dan infrastruktur yang berketahanan dan efektif terhadap iklim, dan solusi
berbasis alam, kami akan mendorong kerja sama dan koordinasi lintas sektor, serta
meningkatkan kapasitas otoritas setempat untuk mengembangkan dan menerapkan
rencana pengurangan risiko bencana dan rencana tanggap, seperti penilaian risiko
terhadap lokasi fasilitas umum saat ini dan masa depan, dan merumuskan prosedur
persiapan menghadapi bencana (contingency) dan evakuasi yang memadai.

102. Kami akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan
perancangan kota serta memberikan pelatihan bagi perencana kota di tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota.

103. Kami akan memadukan langkah-langkah yang inklusif terkait keamanan
perkotaan, dan pencegahan tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk terorisme dan
kejahatan ekstremis yang mengarah pada terorisme, dengan melibatkan komunitas
lokal dan aktor non-pemerintah yang terkait dalam mengembangkan strategi dan
inisiatif perkotaan, termasuk memperhitungkan permukiman kumuh dan permukiman
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informal serta faktor kerentanan dan budaya dalam membangun keamanan publik dan
kebijakan pencegahan tindak kriminalitas dan kekerasan, termasuk dengan mencegah
dan melawan pemberian stigma terhadap kelompok tertentu yang memberikan
ancaman keamanan yang lebih besar.

104. Kami akan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan hukum melalui kerangka
manajemen yang kuat dan inklusif, serta lembaga yang akuntabel yang menangani
pencatatan dan tata kelola lahan, menerapkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan
yang transparan dan berkelanjutan, pendaftaran properti, dan sistem keuangan yang
sehat. Kami akan mendukung pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait,
melalui berbagai mekanisme, dalam mengembangkan dan menggunakan informasi
dasar mengenai inventarisasi lahan, seperti peta kadaster, peta penilaian dan risiko,
serta data harga lahan dan perumahan, untuk menghasilkan data berkualitas, tepat
waktu, dan dapat diandalkan - yang terpilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin,
usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik
lainnya yang terkait dalam konteks nasional - diperlukan untuk menilai perubahan
nilai lahan, sekaligus memastikan bahwa data tersebut tidak akan digunakan untuk
kebijakan diskriminatif mengenai guna lahan.

105. Kami akan mendorong realisasi hak atas perumahan yang layak secara
progresif, sebagai komponen dari hak terhadap standar hidup yang layak. Kami akan
mengembangkan dan mewujudkan kebijakan perumahan pada semua tingkatan,
memasukkan perencanaan partisipatif, dan menerapkan prinsip pemberian kewenangan
kepada unit yang lebih rendah (principle of subsidiarity) guna memastikan keselarasan
strategi pembangunan, kebijakan pertanahan dan pasokan perumahan di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

106. Kami akan mendorong kebijakan perumahan berdasarkan prinsip inklusi
sosial, efektivitas ekonomi, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kami akan
mendukung penggunaan sumber daya publik yang efektif untuk perumahan yang
terjangkau dan berkelanjutan, termasuk lahan di daerah pusat kota dan kawasan yang
terkonsolidasi dengan infrastruktur yang memadai, dan mendorong pembangunan
untuk seluruh golongan pendapatan, untuk mendukung inklusi dan kohesi sosial.

107. Kami akan mendorong pengembangan kebijakan, sarana, mekanisme, dan
model pembiayaan yang mendukung akses kepada beragam pilihan perumahan yang
terjangkau, berkelanjutan, termasuk sewa dan pilihan kepemilikan lainnya, serta solusi
kerja sama seperti perumahan komunal (co-housing), kepemilikan tanah bersama
seperti tanah adat/tanah ulayat (community land frust), dan kepemilikan Kkolektif
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lainnya, yang akan mengatasi perkembangan kebutuhan dari individu dan komunitas,
guna meningkatkan pasokan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah dan untuk mencegah segregasi dan penggusuran sewenang-
wenang dan pengusiran, untuk menyediakan realokasi yang bermartabat dan layak.
Hal ini akan mencakup dukungan terhadap pembangunan rumah tumbuh (incremental
housing) dan skema rumah swadaya (se/f-build schemes), dengan perhatian khusus
pada program peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman informal.

108. Kami akan mendukung pengembangan kebijakan perumahan yang mendorong
pendekatan perumahan lokal terpadu dengan menangani keterkaitan kuat antara
pendidikan, pekerjaan, perumahan dan kesehatan, mencegah eksklusi dan segregasi.
Selanjutnya, kami berkomitmen untuk memerangi masalah ketunawismaan serta untuk
memberantas dan menghilangkan kriminalisasi yang dialami oleh tunawisma melalui
kebijakan khusus dan strategi aktif inklusif yang menyasar kelompok tersebut, seperti
program bantuan perumahan yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan.

109. Kami akan mempertimbangkan peningkatan alokasi pembiayaan dan sumber daya
manusia, untuk perbaikan dan jika memungkinkan pencegahan permukiman kumuh
dan permukiman informal pada alokasi pembiayaan dan sumber daya manusia dengan
strategi yang melampaui perbaikan fisik dan lingkungan hidup, untuk memastikan
bahwa permukiman kumuh dan permukiman informal terintegrasi dengan dimensi
sosial, ekonomi, budaya dan politik di kota. Strategi-strategi tersebut harus mencakup
akses terhadap perumahan yang berkelanjutan, layak, aman dan terjangkau; pelayanan
dasar dan pelayanan sosial; dan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau,
dan berkualitas; dan strategi tersebut harus mendorong kepastian hak bermukim dan
pengaturannya, serta aturan-aturan sebagaimana ketentuan terkait pencegahan dan
mediasi konflik.

110. Kami akan mendukung upaya untuk mempertegas dan memperkuat sistem
pengawasan yang inklusif dan transparan untuk mengurangi proporsi penduduk yang
tinggal di permukiman kumuh dan permukiman informal, dengan memperhitungkan
pengalaman yang diperoleh dari usaha sebelumnya dalam meningkatkan kondisi
kehidupan penduduk di permukiman kumuh dan permukiman informal.

111, Kami akan mendorong pengembangan peraturan yang memadai dan dapat
dilaksanakan di sektor perumahan, termasuk peraturan bangunan dan gedung yang
berketahanan, standar, izin pembangunan, peraturan tata guna lahan, serta peraturan
perencanaan; melawan dan mencegah spekulasi, pemindahan, ketunawismaan dan
penggusuran sewenang-wenang; memastikan keberlanjutan, kualitas, keterjangkauan,
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kesehatan, keamanan, kemudahan akses, efisiensi energi dan sumber daya, dan
ketahanan. Kami juga akan mendorong analisis terkait penawaran dan permintaan
perumahan berdasarkan pada data terpilah yang berkualitas, tepat waktu dan dapat
diandalkan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan
dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan budaya.

112. Kami akan mendorong implementasi program pembangunan perkotaan
berkelanjutan dengan menempatkan perumahan dan kebutuhan masyarakat sebagai
pusat dari strategi, memprioritaskan perencanaan perumahan di lokasi yang baik
dan terdistribusi dengan baik guna menghindari pembangunan perumahan di
daerah pinggiran dan terisolasi yang terpisah dari sistem perkotaan, terlepas dari
tujuan segmentasi sosial dan ekonomi dari pembangunan perumahan tersebut dan
menyediakan solusi kebutuhan perumahan bagi golongan masyarakat berpenghasilan
rendah.

113. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan di
jalan dan mengintegrasikannya dengan perencanaan dan perancangan infrastruktur
mobilitas dan transportasi yang berkelanjutan. Bersamaan dengan upaya peningkatan
kesadaran, kami akan mendorong pendekatan sistem keselamatan yang disebutkan
United Nation Decade of Action for Road Safety, dengan perhatian khusus kepada
kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta anak-anak dan pemuda, penduduk
lanjut usia dan penyandang disabilitas, dan mereka yang berada dalam situasi rentan.
Kami akan bekerja untuk mengadopsi, menerapkan dan menegakkan kebijakan dan
langkah-langkah untuk secara aktif melindungi dan mengutamakan keselamatan
pejalan kaki dan mobilitas pengguna sepeda, dengan tujuan untuk meningkatkan
kondisi kesehatan masyarakat luas, terutama pencegahan cedera dan penyakit
tidak menular, dan kami akan berupaya untuk mengembangkan dan menerapkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang komprehensif terkait keselamatan
pengendara motor, mengingat semakin tinggi dan bertambahnya jumlah kematian dan
kecelakaan pengendara motor secara global, khususnya di negara berkembang. Kami
akan memprioritaskan perjalanan menuju sekolah yang aman dan sehat bagi setiap
anak.

114, Kami akan mendorong akses terhadap mobilitas perkotaan dan sistem transportasi
darat dan laut yang aman, responsif gender dan usia, terjangkau, mudah di akses, dan
berkelanjutan bagi semua warga, mendorong partisipasi yang berarti di kegiatan sosial
dan ekonomi di perkotaan dan permukiman, dengan memadukan rencana transportasi
dan mobilitas ke dalam seluruh rencana kota dan kewilayahan dan membuka pilihan
transportasi dan mobilitas yang lebih luas, khususnya melalui dukungan terhadap:
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(@ Peningkatan infrastruktur yang mudah diakses, aman, efisien, terjangkau,
dan berkelanjutan untuk transportasi publik, serta pilihan tidak bermotor seperti
berjalan kaki dan bersepeda, yang lebih diprioritaskan daripada kendaraan
bermotor pribadi;

() Pengembangan kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development
[TOD]) yang adil dan meminimalkan pemindahan, khususnya kelompok miskin,
dan dilengkapi dengan perumahan berimbang yang terjangkau serta pekerjaan
dan jasa yang beragam;

(c) Transportasi dan rencana guna lahan yang lebih baik dan terkoordinasi,
yang akan mengurangi kebutuhan perjalanan dan transportasi, meningkatkan
konektivitas antara kawasan perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan, termasuk
jalur transportasi air dan perencanaan transportasi dan mobilitas, khususnya bagi
negara berkembang dengan ciri kepulauan kecil dan kota pesisir;

(d) Perencanaan logistik perkotaan yang mendorong efisiensi akses terhadap
barang dan jasa, mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan kelayakhunian
kota, serta memaksimalkan Kkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.

115. Kami akan mengambil langkah untuk mengembangkan mekanisme dan kerangka
bersama pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi
manfaat skema transportasi perkotaan dan kawasan metropolitan, termasuk dampak
pada lingkungan, ekonomi, kohesi sosial, kualitas hidup, aksesibilitas, keselamatan
jalan, kesehatan masyarakat, dan aksi terhadap perubahan iklim, di antara yang lain.

116. Kami akan mendukung pengembangan mekanisme dan kerangka tersebut,
berdasarkan pada kebijakan transportasi dan mobilitas perkotaan nasional yang
berkelanjutan, untuk mekanisme pengadaan dan regulasi mengenai jasa transportasi
dan mobilitas di perkotaan dan kawasan metropolitan yang berkelanjutan, terbuka dan
transparan, termasuk teknologi baru yang mendukung layanan berbagi moda pergerakan
(shared mobility services) kami akan mendukung pengembangan hubungan kontraktual
yang bersih, transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dan penyedia jasa
transportasi dan mobilitas termasuk pengelolaan data, yang menjamin kepentingan
publik, melindungi privasi tiap individu dan menetapkan kewajiban bersama.

117. Kami akan mendukung koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang menangani
transportasi dengan lembaga yang menangani perencanaan kota dan kewilayahan,
dalam pemahaman bersama mengenai kerangka perencanaan dan kebijakan, pada
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tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk melalui rencana transportasi
dan mobilitas perkotaan dan metropolitan yang berkelanjutan. Kami akan mendukung
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan pengetahuan dan
kapasitas yang dibutuhkan untuk menerapkan dan menegakkan rencana tersebut.

118. Kami akan mendorong pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk
mengembangkan dan memperluas instrumen pembiayaan, mendorong pemerintah
untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem transportasi dan mobilitas, seperti sistem
angkutan umum massal, sistem transportasi yang terpadu, sistem transportasi udara
dan perkeretaapian, dan infrastruktur pejalan kaki dan pengendara sepeda yang aman,
memadai dan layak, dan inovasi berbasis teknologi pada sistem transportasi dan transit
untuk mengurangi kemacetan dan polusi, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi,
konektivitas, kemudahan akses, kesehatan dan kualitas hidup.

119. Kami akan mendorong investasi yang memadai untuk sistem penyediaan
infrastruktur dan layanan yang melindungi, mudah di akses, dan berkelanjutan di bidang
air, sanitasi dan kebersihan lingkungan, air limbah, pengelolaan limbah padat, drainase
perkotaan, pengurangan polusi udara dan pengelolaan air hujan, guna meningkatkan
keselamatan pada saat kondisi bencana yang berhubungan dengan air, meningkatkan
kesehatan, dan memastikan akses yang universal dan setara air minum yang aman
dan terjangkau bagi semua, serta akses terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan
yang layak dan adil bagi semua, dan mengakhiri perilaku buang air besar sembarangan,
dengan perhatian khusus kepada kebutuhan dan keselamatan bagi perempuan dan anak
perempuan juga mereka yang berada dalam kondisi rentan. Kami akan berusaha untuk
memastikan bahwa infrastruktur tersebut berketahanan terhadap iklim dan merupakan
bagian dari rencana pembangunan kota dan kewilayahan yang terpadu, termasuk
perumahan dan mobilitas, dan dilaksanakan secara partisipatif, mempertimbangkan
solusi berkelanjutan yang inovatif, efisiensi sumber daya, kemudahan akses, sesuai
konteks dan peka terhadap budaya.

120. Kami akan bekerja untuk membekali penyedia layanan air bersih dan sanitasi
publik dengan kapasitas untuk melaksanakan sistem pengelolaan air bersih yang
berkelanjutan, termasuk pemeliharaan berkelanjutan dalam pelayanan infrastruktur
perkotaan, melalui pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk mengeliminasi
kesenjangan secara progresif, dan mendorong akses universal dan adil untuk air minum
yang aman dan terjangkau bagi semua, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan yang
layak dan adil bagi semua.

121. Kami akan memastikan akses universal terhadap pelayanan energi yang
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terjangkau, dapat diandalkan, dan modern dengan mendorong efisiensi energi dan
energi terbarukan yang berkelanjutan, dan mendukung upaya provinsi dan kabupaten/
kota, untuk mengaplikasikannya di bangunan, infrastruktur dan fasilitas publik, serta
dalam memanfaatkan pengawasan langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota mengenai infrastruktur dan peraturan daerah, untuk mendorong pemanfaatan
energi di sektor-sektor sebagai konsumen akhir (end use sector), seperti bangunan
perumahan, komersial, dan industri, kawasan industri, transportasi, limbah dan sanitasi.
Kami juga mendorong penyusunan peraturan dan standar kinerja bangunan, target
portofolio energi terbarukan, pemberian label efisiensi energi, peningkatan Kkualitas
bangunan eksisting, dan kebijakan pengadaan publik mengenai energi, di antara
metode lainnya yang sesuai, untuk mencapai target efisiensi energi. Kami juga akan
memprioritaskan jaringan listrik cerdas, sistem energi kawasan, dan rencana energi
komunitas untuk meningkatkan sinergi antara energi terbarukan dan efisiensi energi.

122. Kami akan mendukung pengambilan keputusan tentang pembuangan limbah
yang terdesentralisasi untuk mendorong akses universal terhadap sistem pengelolaan
limbah yang berkelanjutan. Kami akan mendukung promosi skema perluasan tanggung
jawab produsen (Extended Producer Responsibility), termasuk penghasil dan produsen
limbah dalam pembiayaan sistem pengelolaan limbah perkotaan, yang mengurangi
risiko dan dampak sosio-ekonomi akan aliran limbah serta meningkatkan tingkat daur
ulang melalui desain produk yang lebih baik.

123. Kami akan mendorong keterpaduan dari ketahanan pangan dan kebutuhan gizi
penduduk perkotaan, khususnya bagi penduduk miskin perkotaan, dalam perencanaan
kota dan kewilayahan, guna mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi. Kami akan
meningkatkan koordinasi ketahanan pangan berkelanjutan dan kebijakan pertanian
lintas perkotaan, pinggiran kota dan perdesaan untuk memfasilitasi produksi,
penyimpanan, transportasi, dan pemasaran pangan kepada konsumen dengan cara
yang layak dan terjangkau untuk mengurangi inefisiensi produksi pangan, mencegah
serta memanfaatkan kembali limbah bahan pangan. Kami akan terus meningkatkan
koordinasi kebijakan pangan dengan kebijakan energi, air, kesehatan, transportasi dan
limbah, menjaga keberagaman genetik dari benih dan mengurangi penggunaan zat
kimia berbahaya dan kebijakan lainnya di kawasan perkotaan untuk memaksimalkan
efisiensi dan meminimalkan limbah.

124. Kami akan mengikutsertakan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana
dan strategi perkotaan dalam penerapan instrumen perencanaan, termasuk rencana
induk, pedoman zonasi, peraturan bangunan dan gedung, kebijakan pengelolaan
pesisir, dan kebijakan pembangunan strategis yang menjaga beragam warisan budaya
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dan lansekap yang berwujud maupun tidak berwujud (tangible and intangible) dan akan
melindungi mereka dari potensi dampak pembangunan perkotaan yang mengganggu.

125. Kami akan mendukung pemanfaatan warisan budaya untuk pembangunan kota
yang berkelanjutan dan mengakui peran kebudayaan dalam menstimulasi partisipasi
dan tanggung jawab, dan mendorong penggunaan monumen dan situs arsitektur
yang inovatif dan berkelanjutan dengan maksud penciptaan nilai, melalui restorasi dan
adaptasi. Kami akan melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi dan
penyebarluasan pengetahuan akan warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud
(tangible and intangible) dan perlindungan terhadap lambang dan bahasa tradisional,
termasuk melalui penggunaan teknologi dan teknik yang baru.

Sarana Implementasi

126. Kami menyadari bahwa penerapan dari Agenda Baru Perkotaan membutuhkan
lingkungan yang mendukung dan beragam sarana implementasi, termasuk akses
terhadap sains, teknologi dan inovasi dan peningkatan sistem berbagi pengetahuan
atas dasar persetujuan bersama, peningkatan kapasitas dan mobilisasi sumber daya
finansial, dengan mempertimbangkan komitmen negara maju dan negara berkembang,
yang memanfaatkan sumber daya tradisional dan inovatif yang tersedia di tingkat
global, regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan kerja
sama dan kemitraan internasional antara pemerintah di seluruh tingkatan, sektor
swasta, masyarakat sipil, PBB, dan aktor lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, non-
diskriminatif, akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia dan solidaritas, khususnya
dengan orang-orang yang termiskin dan paling rentan.

127. Kami menegaskan kembali komitmen sarana implementasi yang termasuk dalam
the 2030 Agenada for Sustainable Development dan the Addis Ababa Action Agenda on
Financing for Development.

128. Kami akan mendorong UN-Habitat, program-program dan badan-badan lain PBB,
dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya untuk menghasilkan panduan praktis
yang berdasarkan bukti untuk penerapan Agenda Baru Perkotaan dan dimensi perkotaan
dari Sustainable Development Goals, dalam kolaborasi dengan negara anggota, otoritas
setempat, kelompok besar, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta melalui
mobilisasi para ahli. Kami akan membangun warisan dari Konferensi Habitat Il dan
pembelajaran yang diperoleh dari proses persiapannya, termasuk pertemuan regional
dan tematik. Kami mencatat, dalam konteks ini, kontribusi yang bernilai dari, antara lain,
World Urban Campaign, General Assembly of Partners for Habitat lll, dan Global Land
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Tool Network.

129. Kami  mendesak UN-Habitat untuk melanjutkan pekerjaannya untuk
mengembangkan pengetahuan normatif dan menyediakan pengembangan kapasitas
dan sarana untuk pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang,
merencanakan dan mengelola pembangunan kota berkelanjutan.

130. Kami menyadari bahwa pembangunan perkotaan berkelanjutan, dipandu oleh
kebijakan dan strategi perkotaan yang berlaku, dapat memberikan keuntungan dari
kerangka pendanaan yang terpadu yang didukung oleh lingkungan yang memadai di
semua tingkatan. Kami mengakui pentingnya kepastian bahwa sarana pembiayaan
untuk implementasi, menjadi bagian dalam kerangka kebijakan yang koheren dan
proses desentralisasi fiskal, dan bahwa kapasitas yang memadai dapat terbangun di
seluruh tingkatan.

131. Kami mendukung pendekatan yang sensitif konteks dalam pembiayaan urbanisasi
dan dalam penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan,
melalui adopsi instrumen dan mekanisme tertentu yang dibutuhkan untuk pembangunan
kota berkelanjutan, mengakui bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama
untuk pembangunan ekonomi dan sosialnya.

132. Kami akan memobilisasi sumber daya dan pendapatan lokal yang dihasilkan
melalui manfaat dari urbanisasi, serta efek percepatan dan dampak maksimal dari
investasi publik dan swasta dalam rangka meningkatkan kondisi keuangan untuk
pembangunan perkotaan dan membuka akses terhadap sumber-sumber tambahan
lainnya yang mengakui bahwa untuk semua negara, kebijakan publik dan mobilisasi
penggunaan sumber daya lokal secara efektif, yang didukung oleh prinsip kepemilikan
nasional, adalah penting bagi upaya bersama dalam pencapaian pembangunan
perkotaan berkelanjutan, termasuk penerapan Agenda Baru Perkotaan.

133. Kami mengajak sektor bisnis untuk menerapkan kreativitas dan inovasi mereka
dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan,
mengakui bahwa kegiatan, investasi, dan inovasi bisnis adalah motor penggerak utama
produktivitas, pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang inklusif, dan bahwa
investasi swasta, khususnya investasi langsung luar negeri, dengan sistem keuangan
internasional yang stabil, merupakan elemen penting dalam upaya pembangunan.

134. Kami akan mendukung kebijakan dan kapasitas yang sesuai yang mendorong
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendaftarkan dan memperluas basis
potensi pendapatan mereka, contohnya, melalui kadaster multifungsi, pajak daerah,
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upah, biaya layanan, sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus memastikan bahwa
perempuan dan anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia,
penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, serta rumah tangga miskin
tidak terdampak secara signifikan.

135. Kami akan mendorong sistem perimbangan keuangan dari pemerintah pusat ke
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang kuat dan transparan berdasarkan
pada kebutuhan, prioritas, fungsi, mandat dan insentif berbasis kinerja, dalam rangka
untuk menyediakan pemerintah dengan sumber daya yang memadai, tepat waktu, dan
terprediksi serta meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menambah pendapatan
dan mengelola pengeluaran.

136. Kami akan mendukung pengembangan model distribusi sumber daya keuangan
secara vertikal dan horizontal untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah provinsi, di
dalam pusat-pusat perkotaan, dan di antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta
untuk mendorong pengembangan kewilayahan yang terpadu dan seimbang. Dalam hal
ini, kami menekankan pentingnya peningkatan transparansi data terkait pengeluaran
dan alokasi sumber daya sebagai alat untuk menilai perkembangan menuju kesetaraan
dan keterpaduan spasial.

137. Kami akan mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam mengambil dan
membagi peningkatan nilai lahan dan properti sebagai hasil dari proses pembangunan
perkotaan, proyek-proyek infrastruktur dan investasi publik. Langkah-langkah seperti
kebijakan fiskal terkait pertambahan nilai dapat diambil untuk mencegah pengambilan
keuntungan besar-besaran oleh pihak swasta (private capture) serta spekulasi
lahan dan perumahan. Kami akan memperkuat keterkaitan antara sistem fiskal dan
perencanaan kota, serta sarana pengelolaan perkotaan, termasuk peraturan pasar
lahan. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa upaya untuk menghasilkan
keuangan berbasis lahan tidak akan mengakibatkan penggunaan dan konsumsi lahan
yang tidak berkelanjutan.

138. Kamiakan mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan
instrumen pengendalian pengeluaran yang transparan dan akuntabel untuk menilai
kebutuhan dan dampak dari investasi dan proyek lokal, berdasarkan pengawasan
legislatif dan partisipasi publik, dalam mendukung proses lelang yang terbuka dan
adil, mekanisme pengadaan, dan pelaksanaan anggaran yang dapat diandalkan, serta
langkah-langkah anti-korupsi yang preventif untuk mendorong integritas, akuntabilitas,
manajemen yang efektif, dan akses terhadap properti dan lahan publik, yang sejalan
dengan kebijakan-kebijakan nasional.
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139. Kami akan mendukung pembentukan kerangka hukum dan peraturan yang kuat
untuk pinjaman nasional, kota dan daerah yang berkelanjutan, atas dasar pengelolaan
hutang secara berkelanjutan, yang didukung dengan pendapatan dan kapasitas yang
memadai, dengan menerapkan kelayakan kredit lokal serta perluasan pasar utang kota
yang berkelanjutan. Kami akan mempertimbangkan pembentukan lembaga perantara
keuangan yang memadai untuk pembiayaan perkotaan, seperti dana pembangunan atau
bank pembangunan di tingkat regional, nasional, dan lokal, dan termasuk mekanisme
pembiayaan yang disatukan, yang dapat mempercepat pembiayaan publik dan
swasta, nasional dan internasional. Kami akan berusaha untuk mendorong mekanisme
mitigasi risiko, seperti Badan Penjamin Investasi Multipinak (the Multilateral Investment
Guarantee Agency), sekaligus mengelola risiko mata uang, untuk mengurangi biaya
modal dan untuk menstimulasi sektor swasta dan rumah tangga untuk berpartisipasi
dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan upaya membangun ketahanan,
termasuk akses terhadap mekanisme transfer risiko.

140. Kami akan mendukung pengembangan produk-produk pembiayaan perumahan
yang memadai dan terjangkau, dan mendorong partisipasi dari berbagai institusi
keuangan multilateral, bank-bank pembangunan daerah dan institusi pembiayaan
pembangunan, badan-badan kerja sama, investor dan pemberi pinjaman dari sektor
swasta, koperasi, pemberi pinjaman dan bank-bank keuangan mikro, untuk berinvestasi
pada perumahan yang terjangkau dan tumbuh dalam segala bentuknya.

141, Kami juga akan mempertimbangkan pengembangan infrastruktur dan dana
pelayanan transportasi kota dan kewilayahan di tingkat nasional, berdasarkan sumber-
sumber pendanaan yang bervariasi, mulai dari hibah publik hingga kontribusi dari entitas
publik lainnya, dan sektor swasta, memastikan koordinasi, intervensi, dan akuntabilitas
antar aktor.

142. Kami mengundang institusi keuangan internasional multilateral, bank
pembangunan daerah, institusi pembiayaan pembangunan, dan badan-badan kerja
sama untuk menyediakan dukungan keuangan, termasuk melalui mekanisme keuangan
yang inovatif bagi program-program dan proyek-proyek yang mengimplementasikan
Agenda Baru Perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang.

143. Kami mendukung akses terhadap berbagai pendanaan multilateral yang beragam,
termasuk Dana Iklim Hijau (the Green Climate Fund), Fasilitas Lingkungan Global
(Global Environment Facility), Dana Adaptasi (Adaptation Fund), dan Dana Investasi Iklim
(Climate Investment Funds), untuk menjamin sumber daya untuk rencana, kebijakan,
program, dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi pemerintah provinsi
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dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kerangka prosedur yang disepakati.
Kami akan bekerja sama dengan institusi keuangan provinsi dan kabupaten/kota, untuk
mengembangkan solusi pembiayaan bagi infrastruktur iklim, dan untuk menciptakan
mekanisme yang sesuai dalam mengidentifikasi instrumen keuangan katalis, yang
konsisten dengan kerangka nasional yang ada untuk memastikan keberlanjutan fiskal
dan utang di seluruh tingkat pemerintahan.

144, Kami akan mengeksplorasi dan mengembangkan solusi yang memadai untuk
menangani risiko iklim dan bencana di perkotaan dan permukiman, termasuk melalui
kerja sama dengan asuransi dan lembaga reasuransi dan aktor relevan lainnya, yang
terkait dengan investasi dalam infrastruktur perkotaan dan metropolitan, bangunan, dan
aset perkotaan lainnya, serta bagi penduduk setempat untuk dapat menjamin tempat
tinggal dan kebutuhan ekonomi mereka.

145, Kami mendukung pemanfaatan pembiayaan publik internasional, termasuk Official
Development Assistance (ODA) untuk mempercepat mobilisasi sumber daya tambahan
dari semua sumber yang tersedia, publik dan swasta, untuk pembangunan kota dan
kewilayahan yang berkelanjutan, termasuk dengan memitigasi risiko bagi investor yang
potensial, menyadari bahwa pembiayaan publik internasional berperan penting dalam
melengkapi upaya negara-negara untuk memobilisasi sumber daya publiknya di dalam
negeri, terutama di negara-negara miskin dan paling rentan dengan sumber daya lokal
yang terbatas.

146. Kami akan memperluas kesempatan kerja sama regional dan internasional
Utara-Selatan, Selatan-selatan, dan Tiga-pihak, serta kerja sama antar provinsi dan
antar kota/kabupaten dan kerja sama yang terdesentralisasi, untuk berkontribusi bagi
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan mendorong
pertukaran solusi perkotaan dan pembelajaran bersama di semua tingkatan oleh semua
pihak terkait.

147. Kami akan mendorong pengembangan kapasitas sebagai pendekatan multiaspek
yang menyoroti kemampuan banyak pihak dan institusi di semua tingkatan, dan
menggabungkan kapasitas individu, masyarakat, dan institusi dalam merumuskan,
menerapkan, meningkatkan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan-
kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

148. Kami akan mendorong penguatan kapasitas pemerintah nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota, termasuk asosiasi pemerintah daerah, untuk bekerja bersama
perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia
dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, dan mereka yang
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berada dalam situasi rentan serta bersama dengan masyarakat sipil, akademisi, dan
lembaga penelitian, dalam membentuk proses tata kelola organisasi dan institusi, yang
mendorong mereka untuk mampu berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan
keputusan dalam pembangunan kota dan kewilayahan.

149, Kami akan mendukung asosiasi pemerintah daerah sebagai pendorong dan
penyedia program-program pengembangan kapasitas, mengenali dan memperkuat,
baik keterlibatan mereka dalam konsultasi nasional terkait kebijakan perkotaan dan
prioritas pembangunan, maupun kerja sama mereka dengan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota, bersama dengan masyarakat sipil, sektor swasta, profesional,
akademisi dan lembaga penelitian, dan jejaring mereka, untuk mewujudkan program-
program pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran antar
rekan sederajat (peer-fo-peen, kemitraan yang berorientasi pada urusan tertentu, dan
aksi kolaboratif seperti kerja sama antar pemerintah kota, pada skala global, regional,
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang meliputi pembentukan jejaring praktisi dan
pelaksanaan praktik-praktik yang menjembatani ilmu dan kebijakan.

150. Kami menekankan akan kebutuhan peningkatan kerja sama dan pertukaran
ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, untuk kepentingan pembangunan kota yang
berkelanjutan, dalam koherensi, koordinasi, dan sinergi yang utuh dengan proses
Mekanisme Fasilitasi Teknologi (7Technology Facilitation Mechanism) yang ditetapkan
dalam the Addis Ababa Action Agenda serta diteruskan dalam the 2030 Agenda for
Sustainable Development.

151, Kami akan mendorong program-program pengembangan kapasitas untuk
membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan
mengelola keuangan, yang termasuk dalam koordinasi kelembagaan di semua
tingkatan, termasuk kepekaan lingkungan dan tindakan anti korupsi, melakukan
pemantauan, pengadaan, pelaporan, audit dan pengawasan yang transparan dan
independen, dan untuk meninjau kembali kinerja dan kepatuhan provinsi dan nasional,
dengan memberi perhatian khusus terhadap penganggaran yang responsif gender dan
usia serta peningkatan dan digitalisasi proses dan catatan keuangan, guna mendorong
pendekatan berbasis hasil serta membangun kapasitas administratif dan teknik jangka
menengah dan jangka panjang.

152, Kami akan mendorong program-program pengembangan kapasitas dalam hal
penggunaan pendapatan berbasis lahan dan instrumen pembiayaan yang sah dan
sarana pembiayaan, serta dalam hal pasar real estate, yang berguna bagi para pembuat
kebijakan dan pejabat publik lokal, fokus pada landasan hukum dan ekonomi dari
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kenaikan nilai akibat investasi publik (value capture), termasuk perhitungan kuantitas,
kenaikan harga, dan distribusi nilai lahan.

153. Kami akan mendorong pemanfaatan kemitraan multipinak secara sistematis
dalam proses pembangunan perkotaan, dengan menyusun kebijakan, kerangka dan
prosedur keuangan dan administratif yang jelas dan transparan, serta pedoman
perencanaan untuk kemitraan multipihak.

154. Kami mengakui kontribusi penting dari inisiatif kolaborasi yang bersifat
sukarela, kemitraan dan koalisi yang berencana untuk menggagas dan meningkatkan
implementasi Agenda Baru Perkotaan, yang mengangkat praktik-praktik terbaik dan
solusi-solusi inovatif, termasuk dengan mempromosikan jejaring produksi bersama
antara kesatuan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan
terkait lainnya.

155, Kami akan mendorong inisiatif pengembangan kapasitas untuk memberdayakan
dan memperkuat keterampilan dan kemampuan perempuan dan anak-anak perempuan,
anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk
asli dan komunitas lokal, serta orang-orang dalam situasi rentan, untuk membentuk
proses tata kelola, terlibat dalam dialog, serta mengedepankan dan melindungi hak-hak
asasi manusia dan anti diskriminasi, untuk memastikan partisipasi mereka yang efektif
dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan kota dan kewilayahan.

156. Kami akan mendorong pengembangan kebijakan nasional dalam teknologi
informasi dan komunikasi dan strategi e-government, serta sarana tata kelola digital yang
berorientasi pada masyarakat, memanfaatkan inovasi teknologi, termasuk program-
program pengembangan kapasitas, guna membuat teknologi informasi dan komunikasi
mudah diakses oleh publik, termasuk perempuan dan anak-anak perempuan, anak-
anak dan pemuda, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan orang-orang
yang berada dalam situasi rentan, untuk mendorong mereka mengembangkan dan
menerapkan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, memperluas partisipasi
dan mendorong tata kelola yang bertanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi.
Penggunaan platform digital, termasuk sistem informasi geospasial, akan mendorong
perbaikan perencanaan dan perancangan kota dan kewilayahan secara terpadu dalam
jangka panjang, administrasi dan manajemen lahan, serta akses terhadap pelayanan
perkotaan dan metropolitan.

157. Kami akan mendukung ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi, termasuk inovasi
yang berfokus di bidang sosial, teknologi, berbasis digital dan alam, kebijakan sains
yang kuat dan terhubung dengan perencanaan kota dan kewilayahan dan perumusan
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kebijakan, serta mekanisme yang sudah dilembagakan untuk berbagi dan bertukar
informasi, pengetahuan dan keahlian, termasuk pengumpulan, analisis, standardisasi,
dan diseminasi data yang berdasarkan batas geografi, dikumpulkan oleh masyarakat,
berkualitas tinggi, tepat waktu, dapat diandalkan, dikategorikan berdasarkan pendapatan,
jenis kelamin, usia, ras, etnik, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografi, dan
karakteristik lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

158. Kami akan memperkuat kapasitas data dan statistik di tingkat nasional, provinsi
dan kabupaten/kota untuk memantau secara efektif kemajuan yang dicapai dalam
implementasi kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan
untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan kajian yang sesuai. Prosedur
pengumpulan data untuk pelaksanaan serta tindak lanjut dan kajian Agenda Baru
Perkotaan sebaiknya berdasarkan sumber data resmi nasional, provinsi dan kabupaten/
kota, serta sumber lainnya yang sesuai, dan prosedur ini terbuka, transparan, dan
konsisten dengan tujuan menghargai hak privasi dan seluruh kewajiban dan komitmen
hak asasi manusia. Perkembangan menuju perkotaan dan permukiman yang berbasis
masyarakat global dapat mendukung pekerjaan ini.

159. Kami akan mendukung peran dan peningkatan kapasitas pemerintah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengumpulan, pemetaan, analisis dan diseminasi
data, serta dalam mendorong tata kelola berbasis temuan/bukti, yang membangun basis
pengetahuan bersama dengan menggunakan data, baik data yang dapat dibandingkan
di seluruh dunia maupun data dihasilkan di tingkat lokal, termasuk melalui sensus,
survei rumah tangga, daftar populasi, proses pengawasan berbasis masyarakat dan
sumber lainnya yang sesuai, dikategorikan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin,
usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik
lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

160. Kami akan mendorong pembentukan, promosi dan peningkatan platform data
yang terbuka, mudah digunakan, dan partisipatif dengan menggunakan sarana
teknologi dan sosial yang tersedia untuk meneruskan dan membagi pengetahuan di
antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan
yang terkait, termasuk pihak non-pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan
efektivitas perencanaan dan pengelolaan perkotaan, efisiensi dan transparansi melalui
e-governance, meningkatkan pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
serta pengelolaan informasi geospasial.

Tindak Lanjut dan Peninjauan Kembali

161. Kami akan melaksanakan tindak lanjut dan peninjauan kembali secara berkala
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dari Agenda Baru Perkotaan, memastikan keterpaduan di tingkat nasional, regional,
dan global, dalam rangka memantau kemajuan, mengkaji dampak, dan memastikan
pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu, akuntabel bagi masyarakat dan transparan,
dengan cara yang inklusif.

162. Kami mendorong proses tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru
Perkotaan secara sukarela, dipimpin oleh Negara, terbuka, inklusif, multilevel,
partisipatif, dan transparan. Proses ini harus memperhitungkan kontribusi pemerintah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan didukung kontribusi sistem PBB, organisasi
regional dan sub-regional, kelompok utama dan pemangku kepentingan terkait, dan
harus menjadi proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan dan
memperkuat kemitraan di antara pemangku kepentingan yang relevan, serta membina
pertukaran solusi perkotaan dan pembelajaran bersama.

163. Kami mengakui pentingnya pemerintah daerah sebagai mitra aktif dalam tindak
lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan di semua tingkatan, dan
mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme tindak lanjut yang
dapat diimplementasikan dan peninjauan kembali di tingkat lokal bersama dengan
pemerintah nasional dan pemerintah provinsi, termasuk melalui asosiasi terkait dan
sarana yang tepat. Kami akan mempertimbangkan penguatan kapasitas pemerintah
untuk berkontribusi dalam hal ini.

164. Kami menekankan bahwa tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru
Perkotaan harus memiliki keterkaitan yang efektif dengan tindak lanjut dan peninjauan
kembali terhadap the 2030 Agenda for Sustainable Development untuk memastikan
koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaannya.

165. Kami menegaskan kembali peran dan keahlian UN-Habitat, sesuai mandatnya,
sebagai titik fokus urbanisasi dan permukiman yang berkelanjutan, berkolaborasi
dengan entitas sistem PBB lainnya, dengan memperhatikan keterkaitan antara
urbanisasi berkelanjutan, dan, di antaranya, pembangunan berkelanjutan, pengurangan
risiko bencana, dan perubahan iklim.

166. Kami mengundang Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal, dengan
masukan sukarela dari negara-negara dan organisasi regional dan internasional yang
relevan, untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan setiap 4
tahun, dengan laporan pertama diserahkan pada sesi ke tujuh puluh dua.

167. Laporan ini akan memberikan analisis kualitatif dan kuantitatif dari kemajuan
yang dicapai dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan dan tujuan dan sasaran
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yang disepakati internasional dan relevan dengan urbanisasi dan permukiman
berkelanjutan. Analisis ini akan didasarkan pada kegiatan pemerintah nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota, UN-Habitat, entitas terkait lainnya dalam sistem PBB, pemangku
kepentingan yang relevan dalam mendukung pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan,
dan laporan Badan Pelaksana UN-Habitat. Laporan ini harus menyertakan masukan
dari organisasi dan proses multilateral, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi.
Laporan dibangun dari landasan kerja dan proses yang ada seperti World Urban Forum
yang diselenggarakan oleh UN-Habitat. Laporan harus menghindari duplikasi dan
tanggap terhadap kondisi dan peraturan perundang-undangan, kapasitas, kebutuhan,
dan prioritas dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

168. Penyusunan laporan ini akan dikoordinasikan oleh UN-Habitat, dalam kerja
sama erat dengan entitas lain yang relevan dalam sistem PBB, memastikan proses
koordinasi dalam seluruh sistem PBB yang inklusif. Laporan ini akan disampaikan ke
Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB'®. Laporan ini juga akan menjadi
masukan High-Level Political Forum on Sustainable Development di bawah naungan
Majelis Umum, dengan pandangan menuju kepastian koherensi, koordinasi dan
keterkaitan kolaboratif dengan tindak lanjut dan peninjauan kembali the 2030 Agenda
for Sustainable Development.

169. Kami akan terus memperkuat upaya mobilisasi melalui kemitraan, advokasi, dan
kegiatan membangun kesadaran terkait implementasi Agenda Baru Perkotaan dengan
menggunakan inisiatif yang sudah ada seperti Hari Habitat Dunia (World Habitat Day) dan
Hari Kota Dunia (World Cities Day), serta mempertimbangkan perwujudan inisiatif baru
untuk memobilisasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat sipil, warga kota, dan
pemangku kepentingan terkait. Kami memperhatikan pentingnya untuk terus-menerus
terlibat dalam tindak lanjut dan peninjauan kembali dari Agenda Baru Perkotaan dengan
asosiasi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang diwakilkan pada World
Assembly of Local and Regional Governments.

170. Kami menegaskan kembali resolusi Majelis Umum A/RES/51/177, A/RES/56/206,
A/RES/67/216, A/RES/68/239 dan A/RES/69/226, serta resolusi terkait lainnya
termasuk A/RES/31/109 dan A/RES/32/162. Kami menegaskan pentingnya markas
UN-Habitat di Nairobi.

171. Kami menggaris-bawahi pentingnya UN-Habitat, mengingat perannya dalam
sistem PBB, sebagai titik fokus dalam urbanisasi permukiman berkelanjutan, termasuk

'8 Laporan ini bertujuan untuk menggantikan laporan Sekretaris Jenderal Dewan Ekonomi dan Sosial dalam pelaksanaan
Agenda Habitat yang terkoordinasi. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi bagian, bukan sebagai tambahan, bagi laporan
Sekretaris Jenderal yang diminta oleh Majelis Umum dalam resolusinya di bawah agenda yang relevan.
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dalam implementasi, tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan yang
berkolaborasi dengan entitas sistem PBB lainnya.

172. Memperhatikan Agenda Baru Perkotaan dan pandangan untuk meningkatkan
efektivitas UN-Habitat, kami meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan
penilaian terhadap UN-Habitat yang berdasarkan bukti dan independen kepada Majelis
Umum dalam sesi ke-71. Hasil penilaian akan menjadi laporan yang berisi rekomendasi
untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan pengawasan UN-Habitat
dan dalam hal ini harus menganalisis:

(@ Mandat normatif dan operasional UN-Habitat

(b) Struktur tata kelola UN-Habitat agar pengambilan keputusan lebih efektif,
akuntabel, dan transparan, dengan mempertimbangkan alternatif termasuk
keanggotaan universal dari Badan Pelaksana;

(c) Pekerjaan UN-Habitat dengan pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/
kota dan dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memanfaatkan
potensi penuh dari kemitraan

(d Kemampuan keuangan UN-Habitat

173. Kami memutuskan untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum
selama dua hari, dipimpin Presiden Majelis Umum selama sesi ke-71, untuk membahas
implementasi yang efektif dari Agenda Baru Perkotaan dan posisi UN-Habitat dalam
hal ini. Pertemuan akan membahas, antara lain, praktik terbaik, kisah sukses, dan
langkah-langkah yang tercantum dalam laporan. Ringkasan ketua pertemuan akan
berfungsi sebagai masukan untuk sesi ke-72 Komite Kedua untuk dipertimbangkan
dalam tindakan yang akan diambil sesuai rekomendasi yang tercantum dalam penilaian
independen, dalam resolusi tahunannya di bawah butir agenda yang sesuai.

174. Kami mendorong Majelis Umum untuk mempertimbangkan pelaksanaan The
Fourth United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development
dalam komitmen politik yang diperbaharui untuk menilai dan mengkonsolidasikan
kemajuan Agenda Baru Perkotaan.

175. Kami meminta Sekretaris Jenderal dalam laporan empat tahunannya berdasarkan
paragraf 166 di atas untuk disampaikan di tahun 2026, untuk mencatat kemajuan yang
telah dicapai dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan
sejak diadopsi, dan mengidentifikasi langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasinya.
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UCAPAN TERIMAKASIH

Perumusan dan suksesnya adopsi dari Agenda Baru Perkotaan didukung oleh kontribusi
dari banyak organisasi dan individu-individu dari berbagai negara, wilayah, dan kota,
yang mewakili pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Ucapan terima kasih secara khusus dan penghargaan diberikan kepada:

Presiden Republik Ekuador, Rafael Correa dan penduduk Republik Ekuador, atas
keramahan dan komitmen mereka terhadap Konferensi Habitat Il dan pembangunan
perkotaan berkelanjutan;

Perwakilan Tetap dan Deputi Perwakilan Tetap Republik Ekuador untuk Perserikatan
Bangsa-bangsa di New York yang mendukung proses persiapan dan Konferensi itu
sendiri;

Xavier Lasso Mendoza
Diego Morejon Pazmifio
Horacio Sevilla Borja
Helena Yariez Loza;

Walikota Quito, Mauricio Rodas, serta kota Quito dan penduduknya, yang
menyelenggarakan dan mendukung Konferensi Habitat lll dan juga menyambut hangat
lebih dari 30.000 peserta;

Visi serta upaya dan kontribusi yang tak kenal lelah dari Biro Komite Persiapan,
mengarahkan proses yang inovatif dan partisipatif menuju Konferensi Habitat |Il,
khususnya penanggung jawab dari Biro Komite Persiapan:

Diego Aulestia (Ekuador)
Marfa de los Angeles Duarte (Ekuador)
Maryse Gautier (Prancis);

Serta anggota dari Biro Komite Persiapan:

Eric Miangar (Chad)

Bérbara Richards (Chili)

Jaime Silva (Chili)

Daniela Grabmiillerova (Republik Ceko)
Tania Roediger-Vorwerk (Jerman)
Csaba Korosi (Hungaria)
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Purnomo A. Chandra (Indonesia)

Mamadou Mbodj (Senegal) (juga ditunjuk sebagai jurnalis)
Elena Szolgayova (Slovakia)

Majid Hasan Al-Suwaidi (Uni Emirat Arab);

Para Co-fasilitator perundingan informal antarpemerintah di Agenda Baru Perkotaan,
Lourdes Ortiz Yparraguirre, Perwakilan Tetap dari Republik Filipina untuk PBB, dan Juan
José Gomez Camacho, Perwakilan Tetap dari Persatuan Negara-Negara Meksiko untuk
PBB, dan perwakilannya, Damaso Luna Corona, yang atas komitmen dan dedikasinya
memungkinkan kesepakatan Agenda Baru Perkotaan sebelum Konferensi Habitat Il di
Quito;

Semua delegasi organisasi negara anggota dan organisasi antarpemerintah yang
berpartisipasi dalam perundingan Agenda Baru Perkotaan, terutama yang terlibat dalam
pengerjaan Komite Kedua dari Majelis Umum;

Pemerintah Republik Indonesia serta Kota Surabaya dan penduduknya, untuk
menyelenggarakan sesi ketiga dari Komite Persiapan Habitat |ll;

Tuan rumah dari Pertemuan Regional dan Tematik Habitat Il yang mengadopsi
deklarasi-deklarasi sebagai bagian dari masukan resmi untuk Agenda Baru Perkotaan.
Pertemuan Regional diselenggarakan di Jakarta (Indonesia), Prague (Republik Ceko),
Abuja (Nigeria), and Toluca (Mexico); dan Pertemuan Tematik diselenggarakan oleh Tel
Aviv (Israel), Montreal (Kanada), Cuenca (Ekuador), Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Mexico
City (Mexico), Barcelona (Spanyol), and Pretoria (Afrika Selatan);

Unit-unit Kebijakan Habitat Il juga memimpin organisasi-organisasi seperti 200 pakar
Unit Kebijakan, untuk berbagi pengetahuan dan keahlian mereka melalui 10 Makalah
Kebijakan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan utama mengenai tema spesifik
yang digunakan sebagai dasar pembuatan Agenda Baru Perkotaan;

Upaya sukarela dari semua anggota Majelis Umum Mitra untuk memberikan pandangan
dan masukan dari 16 Kelompok Mitra Konstituen (Partner Constituent Groups) selama
keseluruhan proses dan khususnya 34 anggota Komite Eksekutif yang memastikan
bahwa umpan balik dan prioritas jutaan orang-orang tersalurkan ke setiap rancangan
Agenda Baru Perkotaan dan versi akhirnya;

Satuan Tugas Global untuk Pemerintah Daerah, yang memainkan peran penting dalam

57

p-g
(=}
@
=1
(=%
B9
o
2
=
=
o
@
=
=
(=]
=
Qo
o
=1



Agenda Baru Perkotaan

memobilisasi pemerintah daerah dalam proses konsultasi untuk Agenda Baru Perkotaan
sebagai pengakuan atas peran penting pemerintah daerah dalam proses transformasi
ruang perkotaan;

Sistem PBB untuk dukungannya dalam proses Habitat Ill, terutama anggota Tim Satuan
Tugas PBB dalam Habitat Ill, atas komentar dan masukannya pada rancangan Agenda
Baru Perkotaan dan kontribusi yang dibuat melalui 22 Makalah Isu;

Departemen PBB dari Majelis Umum Manajemen Konferensi, Keselamatan dan
Kemanan, Informasi Publik, dan Kantor Urusan Hukum untuk semua dukungan teknis
dan prosedural selama proses antar sesi dan Konferensi itu sendiri, dan akhirnya;

Kontribusi dan upaya yang telah disebut di atas, dan masih banyak lagi yang tidak
dapat disebutkan namanya di sini, yang membuat perumusan visi bersama ini
terjadi. Keterlibatan aktif semua warga negara, para pemerintah, dan para pemangku
kepentingan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan
realisasi prinsip-prinsipnya.
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Vancouver 1876

HABITAT |

Pemerintah menyadari
adanya kebutuhan terhadap
germukiman manusia yang

erkelanjutan dan urbanisasi
yang berkelanjutan

Para pemimpin dunia mengadopsi Agenda Habitat sebagai
rencana aksi global untuk hunian yang layak untuk semua Istanbul 1996

dengan gagasan bahwa permukiman manusia yang HABITAT Il

berkelanjutan dapat mendorong pembangunan di tengal
dunia yang semakin menjadi kota.

+ Kota adalah motor penggerak pertumbuhan global
+ Urbanisasi merupakan sebuah kesempatan

« Ajakan untuk peran otoritas lokal (pemerintah daerah)
yang lebih kuat

+ Menyadari pentingnya partisipasi

URBAN NATIONAL, Medellin, April 2014 22,000

REGIONAL, DAN Peserta
FDRUM WORLD URBAN WUF 7
FORUMS Pemerintah, sektor swasta, organisasi .n

internasional, akademisi, profesional,
dan organisasi masyarakat
menegaskan kembali komitmen untuk
mengintegrasikan keadilan dalam
perkotaan (Urban Equity) ke dalam
agenda pembangunan

URBAN Eauity
T 2 ST

New York, Septamber 17 - 18. 2014

PREPCOMI1

Nairabl, April 14 - 16, 2015

PREPCOM2

RJANJIAN ?‘g

Memastikan partisipasi inklusif, mendorong kemitraan dan
advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan membangun v‘
konsensus menuju Agenda Baru perkotaan

+ General Assembly of Partners

+ National and Local Urban Campaigns

+ Proses persiapan untuk the 2nd World Assembly of
Local Authorities

+ Urban Journalism Academy

+ Together Towards HIl = Survey Global

Menangkap, menyusun,
merancang, dan
mendiseminasikan
pemahaman mengenai
Agenda Baru Perkotaan.

LAPORAN NASIONAL,
REGIONAL, DAN GLOBAL

HABITAT Il
DIALOG PERKOTAAN

KEBIJAKAN

Menjamin komitmen politik
yang telah diperbarui.
Mendorong aksi untuk
tantangan baru

PERTEMUAN TEMATIK DAN
REGIONAL TINGKAT TINGGI
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PENGETAHUAN

ISSUE PAPERS

analisis mendalam mengenai isu-isu

g&”b The Issue Papers menyediakan
; %_ 2

m

. spesifik yang relevan terhadap diskusi
dalam konferensi

Serangkaian diskusi online dengan
tujuan untuk menjaring pandangan
dari para pelaku terkait untuk
mendorong pemikiran baru dan yang
sedang perkembangan mengenai
isu-isu perkotaan.

Konsultasi Tematik TUJUAN 11 SDG'S
6-31 Juli 2015 KOTA DAN
PERMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN
Sk,
g URBAN
m OCTOBER
HARI HABITAT DUNIA
POLICY UNITS
v HARI PERKOTAAN DUNIA
Mobilisasi pakar-pakar -
bidang perkotaan untuk Pesan Bersama dari
menyusun rekomendasi Pemerintah Daerah Menuju
kebijakan pembangunan Agenda Baru Perkotaan
erkotaan yang

b

erkelanjutan

INDONESIA NIGERIA REPUBLIK CEKO MEKSIKO
TEL-AVIV MONTREAL CUENCA ABU DHABI
KOTA MEKSIKO BARGELONA PRETORIA

DRAFT O

AGENDA BARU
PERKOTAAN

Surabaya July 25 - 27, 2016

PREPCOM3

URBAN OCTOBER

SELAMAT DATANG DI QUITO

2nd World
Assembly

of Local and
Regional
Governments

Urbanisasi ~ merupakan  sumber
daya internal bagi pembangunan
berkelanjutan serta’ merupakan alat
untuk integrasi sosial dan keadilan
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LAMPIRAN 2.

ISTILAH DALAM BAHASA

INGGRIS

Affordable serviced land

DAFTAR ISTILAH NEW URBAN AGENDA

ISTILAH DALAM BAHASA
INDONESIA

Lahan siap bangun yang
terjangkau

Arbitrary forced evictions

Penggusuran sewenang-
wenang

Black carbon emissions

Emisi karbon hitam

Building codes

Peraturan bangunan dan
gedung

Building performance
codes

Peraturan kinerja bangunan

Built back better

Pembangunan kembali yang
lebih baik

Cadaster

Peta kadaster

Checks and balances

Prinsip saling mengawasi dan
mengimbangi

Cities and human
settlements

Perkotaan dan permukiman

Co-housing

Perumahan komunal atau
perumahan kolaboratif

Collective tenure

Kepemilikan kolektif

The principle of common
but differentiated
responsibilities

Tanggung jawab bersama
dengan kontribusi sesuai
kemampuan masing-masing

Community land trust

Tanah adat / tanah ulayat

Compactness

Kekompakan

Context-sensitive
approaches

Pendekatan yang sensitif
konteks

Consolidated areas

Kawasan yang terkonsolidasi




ISTILAH DALAM BAHASA
INGGRIS

Ecosystem services

ISTILAH DALAM BAHASA
INDONESIA

Jasa ekosistem

Ending poverty

Pengakhiran kemiskinan

Endemic species

Spesies endemik atau
spesies yang habitatnya
terbatas dan hidup pada
lingkungan tertentu

Environmental services

Jasa lingkungan

Eradicating poverty

Penanggulangan kemiskinan

Ex-ante

Prakiraan

Female genital mutilation

Sunat perempuan

Full and meaningful
participation

Partisipasi penuh dan
bermakna

Full and productive
employment

Kesempatan kerja penuh dan
produktif

Food losses

Inefisiensi produksi pangan

Foreign direct investment

Investasi langsung luar
negeri

Gentrification

Gentrifikasi

Greenhouse gas/gases

Gas rumah kaca

Incremental housing

Pembangunan perumahan
inkremental

Infill (development
strategy)

Pengisian lahan-lahan
kosong

Intermediate cities

Kota menengah

Landfills

Penimbunan sampah

Landlocked developing
countries

Negara berkembang tanpa
batas laut

Land use by-laws

Peraturan tata guna lahan
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ISTILAH DALAM BAHASA
INGGRIS

Latent stresses

ISTILAH DALAM BAHASA
INDONESIA

Tekanan laten

Lead-additive-free

Bebas timbal

Leave no one behind

Tidak menelantarkan
seorangpun

Micro-, small-, and
medium-sized enterprises
and cooperatives

Usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) dan
koperasi

Peri-urban

Pinggiran kota

Planned urban extension
strategies

Perluasan kawasan
perkotaan secara terencana

Polycentric

Polisentrik

Polycentrism

Polisentrisme

Pooled financing
mechanisms

Mekanisme pembiayaan
yang disatukan

Pre-industrial levels

Tingkat pra industri

Principle of subsidiarity Pemberian/pendelegasian
wewenang kepada unit
pemerintahan yang seterkecil
mungkin.

Property right Hak atas properti

Reallocation Realokasi

Renewable portfolio
targets

Target portofolio energi
terbarukan

Retention pond

Kolam retensi

Retrofitting

Pengkinian

Right to the city

Hak atas kota

Security of land tenure

Kepastian hak atas lahan

Security of tenure

Kepastian hak bermukim




ISTILAH DALAM BAHASA
INGGRIS

Secured land tenure

ISTILAH DALAM BAHASA
INDONESIA

Hak atas lahan yang pasti

Segregation

Segregasi, atau perpecahan
ras atau kelompok
masyarakat

Self-build schemes

Skema pembangunan
perumahan swadaya

Shocks

Guncangan

Short-lived climate
pollutant

Polutan iklim berumur
pendek

Slums and informal
settlements

Permukiman kumuh dan
permukiman informal

Small-island developing
States

Negara berkembang dengan
ciri pulau-pulau kecil

Smart city

Kota cerdas

Social cohesion

Kohesi sosial

Social habitat production

Penciptaan interaksi sosial
dalam permukiman

Social production of habitat

Produksi sosial dalam
permukiman

Solidarity economy

Ekonomi gotong royong

Squares Alun-alun

Subsidence Penurunan permukaan
Sustainable debt Pengelolaan berkelanjutan
management atas hutang

System of cities and
human settlement

Sistem perkotaan dan
permukiman

Tangible and intangible
cultural heritage

Warisan budaya benda dan
tak benda
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ISTILAH DALAM BAHASA
INGGRIS

Territory/territories

ISTILAH DALAM BAHASA
INDONESIA

Wilayah

Territorial

Kewilayahan

Transit-Oriented
Development

Pengembangan kawasan
berbasis transit

Urban agriculture and
farming

Pertanian perkotaan

Urban extension

Perluasan perkotaan

Urban fabric Pola dan struktur kota
Urban form Bentuk kota
Urban freight planning Perencanaan logistik

perkotaan

Urban governance

Tata kelola perkotaan

Urban heat island

Pulau panas perkotaan

Urban renewal

Peremajaan kota

Urban-rural continuum

Kesinambungan desa-kota
atau lintas desa-kota

Urban-rural linkages

Keterkaitan kota-desa

Urban shrinking

Kemerosotan kekotaan

Urban spatial framework

Kerangka ruang perkotaan

Urban sprawl

Persebaran kota yang tidak
terkendali

Urban violence

Kekerasan di perkotaan

Vis-a-vis

Terkait

Walkability

Kebiasaan berjalan kaki




ISTILAH DALAM BAHASA ISTILAH DALAM BAHASA

INGGRIS INDONESIA
Waste streams Aliran limbah
Waterfront Tepi air
Waterways Jalur transportasi air
Water losses Kebocoran air
Water storage Penyimpanan air
Water recharge Pengisian ulang air

Y %




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
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